
Lingkungan Provinsi Jawa Tengah; 

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang-Ondangan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tabun 2011 
Nomor 82, Tambahan Le:mbaran Negara RepubUk 
Indonesia Nomor 5224 ); 

3. Undang-Undang Nomor 6 Tabun 2014 tentang Desa 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tabun 20).!­ 
Nomor 7 Tambaban Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5495 · 

ten tang 
dalam 

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 
Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten 

a. bahwa berdasarkan Pasa.l 12 ayat (1) Peraturan 
Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa 
Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Negara sebagaimana telab diubab terakhir kali dengan 
Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang 
Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 
Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari 
Anggaran Pendapatan dan Be1anja Negara tentang Dana 
Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Negara, Bupati menetapkan rincian Dana Desa 
untuk setiap Desa; 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 
dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan Peraturan 
Bupati tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan 
Rincian Dana Desa Setiap Desa se Kabupaten Jepara 
Tahun Anggaran 2019; 

BUPATI JEPARA, 

Mengingat 

Menimbang 

-PERATURAN BUPATI JEPARA 

NOMOR 5 TAHUN 2019 

TENT ANG 

TATA CARA PEMBAG1AN DAN PENETAPAN RINClAN DANA DESA SETIAP DESA 
SE KABUPATEN JEPARA TAHUN ANGGARAN 2019 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI JEPARA 
PROVINS! JAWA TENGAR 



11. Penuuran D-...eraD Kabupaten Jepara Nomor 13 Tabun 
2018 tentang .mg,garan Pendapatan dan Belanja Daerah 
Tabun Angg;;;a-: 20i9 (Lembaran Daerah Kabuparen 

7. Peraturan Presiden Nomor 129 Tahun 2018 tentang 
Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 
Tahun Anggaran 2019 (Berita Negara Republik 
Indonesia Tahun 2018 Nomor 225); 

8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07 /2017 
tentang Peogelolaan Transfer ke Daerab dan Dana Desa 
(Serita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 
537) sebagaimana telab beberapa kali diubah dengao 
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 12l{PMK.07 /2018 
tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri 
Keuangan Nomor 50/PMK.07/2017 ten tang Pengelolaao 
Transfer ke Daerah dan Dana Desa (Serita Negara 
Republik Indonesia Tabun 2018 Nomor 134 l ); 

9. Peraturan Menteri Dalam Negerl Nomar 20 Tahun 2018 
tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Serita Negara 
Repu blik Indonesia Tahuo 2018 N omor 611); 

10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 193/PMK.07/2018 
rentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara RepubUk 
Indonesia Tahun 2018 Nomor 1838); 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang 
Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan 
dan Belanja Negara: (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahuo 2014 Nomor 168, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), 
sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan 
Pemerintab Nomor 8 Tahun 2016 (Lembaran Negara 
Republ.ik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tarnbahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864); 

tentang 
Republik 

.:. Uodang-l!ndang Nomor 23 Tahun 2014 
Pmerintahan Daerah (Lembaran Negara 
Indonesia Tabun 2014 Nomor 244); 

5. Peraturan Pemenntah Nomor 43 Tahun 2014 tentang 
Peraruran Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 
201.J tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2014- Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara 
Republlk lndonesia Nomor 5539). sebagaimana telah 
diubah dengan Peratura.n Pemerintah Nomor 47 Tahun 
2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah 
Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan 
Uodang-Undang Nomor 6 Tabun 2014 tentang Desa 
[Lernbaran Negara Republik Indonesia Tabun 2015 Nomor 
157, Tambabao Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor5717); 



5. Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang 
selanjutnya disebut Dtnsospermasdes adalah perangkat 
Daerah yang mernpunyai tugas melaksanakan 
penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di 
bidang sosial, pemberdayaan masyarakat dan Desa. 

6. Desa adalah desa dan desa adat atau yang dlsebut 
dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adala.h 
kesaruan rnasyarakat bukum yang memlliki baras 
wilayab yang berwenang unruk rnengatur dan mengurus 
urusan pemermtahan, kepentingan masyarakat seternpat 
berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, 
dan/arau aak tradisicnel yang diakul dan dihormari 
dalam srstem pemennta.han Negara Kesatuao Republik 
lndonesia. 

7 Pernerintahan Desa adalab penyelenggaraan urusan 
pemermtanan rl= keperrnngan masyarakat setempat 
delam SlS'--:::. ~-·::m.ahan Negara Kesaruan Republik 

sebagai unsur 
yang mernimpin 

yang menjadi 

l . Daerah adalah Kabupaten Jepara. 
2. Pemerinrah Daerab adalab Bupati 

penyelenggara Pemerintahan Daerah 
pelaksanaan urusan pemerintahan 
kewenangan daerah otonom. 

3. Bupati adalab Bupati Jepara. 
4. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah adalah Kepala 

Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang 
mempuoyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan 
bertindak sebagai bendahara urnum daerah. 

Pasal 1 
Dalam Peraturan Bupati ini yang cilmaksud dengan: 

PERATURAN BUPAT! TENTANG TAT.\ C.4.RA PEMBAGIAN 
DAN PENETAPAN R!NCIAN DANA DE:SA SETJAP DE:SA 
SE KABUPA'T'EN JEPARA TAHUN ANOGARAN 2019 

BAB I 
KETENTUAN UMUM 

MEMU'J'USKAN : 

Jeµa:a. "aaun 2018 Nomor 131; 
12 Pe:bup ~o:nor 30 Tahun 2015 tentang Tac~ Cara 

Pengadaaan Bai.ang/ Jasa di Desa ( Berita Daerah 
Kahupaten Jepara 2015 Nornor 301; 

13. Peraruran Bupan Jepara Nomor 20 Tahun 2018 tentang 
Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usu! 
dan Kewensngan Lokal Berskala Desa dJ Kabupaten 
Jepara (Serita Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2018 
Nomor20); 

14. Peraturan Bupati Jepara Nomor 52 Tahun 2018 tentang 
Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa ( Serita Daerah 
Kabupaten Jepara Tahun 2018 Nomor 53 ); 

Menetapkan 



8. i-ep.J.a. :)e:.a _:a.ng selanjumya disebut Peringgi adalah 
pejabar Pernenntah Desa yang mernpunyai wewenang. 
tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rurnah 
t.angga Desarrya dan melaksanakan tugas dan 
Pemerunah dan Pemerintah Daerah, 

9. Pemeriotah Desa adalab Petinggi yang dibantu perangkat 
Desa sebagas unsur penyelenggara Pemermtahan Desa. 

I 0. Sadan Pemusyawaratan Desa, selanjutnya disingkat 
BPD, adalah lembaga yang rnelaksanakan fungsi 
pemerlntahan yang anggotanya merupakan wakil dari 
penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan 

-dltetapkan secara dernokratis. 
11. Pernegang Kekuasaan Pengelolaan J<euangan Desa, yang 

selanjumya disebut PKPKD, adalah Petlnggi yang 
karena jabatannya mempunyai kewenangan 
menyelenggarakan keseluruhar pcngelo\aan keuangan 
Desa. 

12. Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa, yang selanjutnya 
disebut PPKD, adalah perangkat Desa yang 
rnelaksanakan pengelolaan keuangan Desa berciasarkan 
keputusan Petinggl yang menguasakan sebagian 
kekuasaan PKPKD. 

l3.Sekretaris Desa yang selanjutnya disebut Carik adalah 
perangkat Desa yang berkedudukan sebagai unsur 
pimpinan sekretariat Desa yang menjalankan rugas 
sebagai koordinacor PP1''D. 

14. Jumlah Desa adalah jurnlah Desa yang diterapkan oleh 
Menteri Dalam Negeri. 

15. Dana Desa adalah dana yang bersumber darl Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan 
bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Penclapatan 
clan Belanja Daerah kabupaten/kota dan digunakan 
untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, 
pelaksanaan pembangunan, pembinaan 
kemasyarakatan, clan pemberclayaan masyarakar. 

16. Anggaran Penclapatan dan Belanja Desa, yang 
selanjutnya disingkat APBDes, adalah rencana 
keuangan tahunan Pemerintahan Desa. 

17. Keuangan Desa adalah semua hak clan kewajiban Desa 
yang dapat dinilai dengan uang serta segala 
sesuaru berupa uang dan barang yang berhubungan 
dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa. 

18. Pengelolaan Keuangan Desa adaJah keseluruhan 
kegiatar a.rg rnelrpuri perencanaan, pelaksanaan, 
penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban 
keuangan ~ 



Pengmtungan alokasi formula seaap Desa sebagairnana 
dimaksud pada :>asa. 5 dilakukan dengan rnenggunakan 
formula sebagai be:';- - - 

Pasal 4 
( 1) Alokasi Afirmasi setiap Desa sebagaimana dirnaksud 

dalam Pasal 2 huruf b diberikan kepada Desa Tertlnggal 
dan Desa Sangat Tertinggal yang memiliki jurnlah 
penduduk miskin tinggi. 

(21 Besaran Alokasi Afirmasi setiap Desa sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) dihirung berdasarkan kerentuan 
dalam Peraturan Menteri Keuangan mengenal Tata. Cara 
Pengalokacian Dana Desa. 

Pasal5 
Alokasi formula sebagairnana dimaksud pada Pasal 2 huruf 
c, dihirung berdasarkan data jumlah penduduk, angka 
kemiskinan, luas wilayah, dan indeks kesulitan geografis 
yang bersumber dari kernenterian yang berwenang 
dan/atau \embaga yang menyelenggarakan urusan 
pemerintahan di bidang staristik, 

Pasal 6 

Pasal 3 

Alokasi dasar setiap desa sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 2 huruf a, dihitung berdasarkan alokasi dasar per 
kabupaten dibagi jumlah desa. 

Pasal 2 

Rincian Dana Desa setiap Desa di Kabupaten Jepara Tahun 
Anggaran 2019. dialokasikan secara rnerata dan 
berkeadilan berdasarkan: 
a. Alokasi Dasar; · 
o. Alokasi Afirmasi; dan 
c. alokasi formula yang dihitung dengan memperhatlkan 

jumlah penduduk, r.ngka kemisklnan, luas wilayah, dan 
indeks kesulltan geografis setiap desa. 

20 Alokas: Afin:nasi adalah alokasi yang dihrtung dengan 
rnemperhanan status desa tertinggal dan desa sangat 
ternnggal, yang memiliki jumlah penduduk miskin 
nnggi. 

besamra d.ilimmg berdasarkan persentase tertenru dan 
ar.;:ga.-an Dana Desa yang dibagi dengan jumah desa 
seeara Nasional 

BAB 11 
PEN"ETAPAN RlNCIAN DANA DESA 



Pasal 9 

(l) Penyaluran Dana Desa dilakukan rnelalui 
pemindahbukuao dari dari Rekening Kas Umum Daerah 
ke Rekening I<as Umum Desa. 

(2) Pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Daerah ke 
Rekening Kas Umu.m Desa dilakukan paling lambat 7 
[tujuh] hari kerja setelah Dana Desa d!terima di 
Rekening Kas Umum Daerah setelah persyaratan 
penyaluran telah dipenuhi. 

(3) Penyalurau Dana Desa sebagalmana dimaksud pada ayat 
(l) dilakukan secara bertahap. deng.an ketenruan sebagai 
benkut- 

a tahap I paling cepat bulan Januari dan paling lambat 
rmngg., ... eenga b~ Juru sebesar 2~o .dua puluh 
persen 

Penetapan Rincian Dana Desa unruk setiap Desa se 
Kabuparen Jepara Tahun Anggaran 2019 sebagaimana 
tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang 
tidak terpisahkan dari Peraruran Bupatl Jepara ini, 

BAB 111 
PENY ALURAN DANA DESA 

Pasal 7 

lndeks kesulitan gc.ografis Desa sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 2 huruf c disusun dan ditetapkan oleh Bupan 
berdasarkan data dari kementerian yang berwenang 
dan/atau lembaga yang menye!enggarakan urusan 
pemerintah di bidang statistik. 

24 

23 

22 

Zl 
"' Alokasi Formula setiap Cesa 
=- rasio jumlah penduduk setiap Desa 

cerhadap total penduduk Desa Kab. Jepara 
= rasio jumlah penduduk miskin setiap Desa 

terhadap total penduduk miskin Desa Kab. 
Jepara 

=- rasio luas wilayah setiap Desa terhadap 
total luas wilayah Desa Kab. .Jepara 

"" rasio TKO setiap Desa terhadap IKG Desa 
Kab, Jepara 

"' Alokasi Formula Kab. Jepara. AF I<ab 

AF !)cs.a• 10 · Zl) - 10,50 • Z2 • (0, !5 • Z3J- (0,25 • 241) • AF 
~ 

Kererangar; 
AF Desa 

Pasal 8 



z;;mgg-1.1 keempat bulan Jura sebesar 40o/o {empat 
-puhl persen]- clan 

c 1ahap lJl paling cepat bulan Juli sebesar 40% (empat 
puluh persen]. 

Hl Penyaluran Dana Desa dari RKlJD ke RKD tahap I 
dilaksanakan setelah Petinggi mengirimkan Peraturan 
Desa mengenaiAPBDes Tabun Anggaran 2019. 

(5) Penyaluran Dana Desa dari RKUD ke RKD tahap U 
dilaksanakan setelah Petinggi mengirimkan laporan 
reallsasi penyerapan dan capaian output Dana Desa 
tahun anggaran sebelumnya. 

(6) Penyaluran Dana Desa dari RKUD ke RKD tahap ill 
dilaksanakan setelah Petinggi mengirimkan laporan 
realisasi penyerapan dan capaian output Dana Desa 
sampai dengan tahap lI dan laporan konvergensl 
pencegahan stunting tahun anggaran sebelumnya. 

(7) Laporan realisasi penyerapan dan capaian output Dana 
Desa sampai dengan tabap Li sebagaimana dimaksud 
pada ayat (6), menunjukkan rata-rata realisasi 
penyerapan paling sedildt sebesar 75o/o (tujuh puluh 
lima persen) dan rata-rata capaiar, output paling sedikit 
sebesar 50% (lima puluh persen). 

[8) Capaian output sebagaimana dimaksud pada ayar (5) 
dan ayat (6) dihi.rung berdasarkan rata-rata persentase 
capaian output dari selurub kegiatan. 

(9) Penyusunan laporan realisasi penyerapan dan capaian 
output sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan ayat (6) 
dllakukan sesuai dengan tabel referensi data bidang, 
kegiatan, sifat kegiatan, uraian output, volume output, 
cara pengadaan, dan capaian output. 

( 10) Dalam ha! tabel referensi data sebagaimana dlmaksud 
pada ayat (9) belum memenuhi kebutuhan input data, 
Petinggi dapar memutakhirkan tabel referensi data 
dengan mengacu pada peraturan yang diterbitkan oleh 
kementerian/lembaga terkait. 

Pasal 10 
(1) Mekanisme pengajuan Dana Desa sebagai berikut: 

a. Petinggi mengajukan permobonan penyaluran Dana 
Desa kepada Bupati cq Pejabat Pengelola Keuangan 
Daerah melalui Camat setelah mendapat Surat 
Penganta:r dari Dmsospermasdes. 

b. permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a 
dengan mela.mptrkan: 
I. nmcaoa ;,enggunaan Dana Desa. 
2. bukn ,._... ta:nsJ yang sah, 



{11 Pelaksanac.n kegiatan yang dibiayai dan Dana Desa 
berpedoman pada pedornan teknis yang dttetapkan oleh 
Bupati meagenai kegiaran yang dibiayai dari Dana Desa. 

(2) Pelaksanaan kegiatan yang drbiayar dan Dana Desa 
diutamake.r dilakukan secara swakelola dengan 
rnenggunakan suznber daya/bahan baku lokal, dan 
diupayakan ~!,..,.. lebih banyak rnenyerap tenaga kerja 

Pasal l l 

(1) Dana Desa diprioritaskan unruk membiayai 
pernbangunan dan pemberdayaan rnaoyarakat 
sebagairnana tercantum dalam Lampiran IJ yang 
merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari 
Peraturan Bupari Jepara ini. 

(2) Dana Desa dapat digunakan untuk membiayai kegiatan 
yang tidak termasuk dalam prioritas penggunaan Dana 
Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah 
mendapat persetujuan Bupati, 

(31 Persetujuan Bupati sebagairnana d!maksud pada ayat ( I) 
diberikan pada saat evaluasi rancangan peraruran Desa 
mengenai APBDes, dengan memastikan babwa 
pengalokasian Dana Desa untuk kegiatan yang menjadi 
prioritas sebagalmana dirnaksud pada ayat (I) telah 
terpenuhL 

(21 Pengambilan dana disesuaikan dengan Anggaran tiap 
kegiacan yang ada di DPA Desa atau dokumen lam yang 
dtpersamakan, dlajukan oleh Petinggi kepada Bank 
setelah mendapatkan surat pengantar dari Camat 

(3) Segala penggunaan Dana Desa rnenjadi tanggungjawab 
Pemerintahan Desa. 

- y?rC? uu:egntas pernyataan tanggungiawab 
~t!aK yang ditandatangam oleh Petinggi dengan 
"1'1,·:e-ai Rp6000,- 

5. :"o:o copy JCT? Peunggi, bendahara Desa dan 
"C;.ening buku kas Desa. 

c Tm:1 Kecamatan melakukan penelitian kelengkapan 
persyaratan sebagaimana dlmaksud pada huruf b 
dalam bentuk chek list. 

d. setelah dmyatakan memenuhi persyaratan, Carnar 
mernbuat surar pengantar penyaluran Dana Desa dan 
meneruskan permohonan yang drsertai berkas 
sebagaimana dimaksud dalam huruf b kepada Bupati 
cq Pejabat Pengelola Keuangan Daerah 

e. berdasarkan permohonan penyaluran Dana Desa 
yang dilengkapi dengan berkas sebagaimana 
drrnaksud pada huruf d, Pejabat Pengelola Keuangan 
Daerah menyalurkan jurnlah dana yang diajukan. 

Pasal 12 



BABV 
PELAPORAN, PERTANGGONGJAWABAN DAN 

PENG/\WASAN DANA DESA 

Pasal 14 
(1) Petinggi menyampaikan laporan realisasi penyerapan 

dan capaian output Dana Desa setiap tahap penyaluran 
kepada Bupati, sebagaimana tercantum dalam lampiran 
yang merupakan bagian tak terpisah dari Peraturan Ini, 

(2) Laporan realisasi penyerapan dan capaian output Dana 
Desa sebagaimana climaksud pada ayat (l) terdiri atas: 

a. tahap I berupa peraturan Desa mengenai APBDes dari 
Petinggi; 

b. tahap JI berupa laporan realisasi penyerapan dan 
capaian output Dana Desa tahun anggaran 
sebelumnya dari Petinggi; dan 

c. tahap ll1 berupa laporan realisasi penyerapan dan 
capaian output Dana Desa sampai dengan tahap ll 
dan laporan konvergensi pencegahan stunting tahun 
anggaran sebelumnya dengan form sebagaimana 
terlampir. 

(3) Laporan realisasi penyerapan dan capaian output Dana 
Desa tahun anggaran sebelumnya sebagaimana 
dimaksud pada ayat (2) huruf b disampaikan paling 
lambat tanggal 7 Februari tahun anggaran berjalan. 

(4) Laporan realisasi penyerapan dan capaian output Dana 
Desa sampai dengan tahap Il sebagaimana dimaksud 
pada ayat (2) huruf c disampaikan paling lambat tanggal 
7 juni tahun anggaran berjalan, 

(5) Dalam hal terdapat pemutakhiran capaian output setelah 
batas wakru penyarnpaian !aporan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (31 dan ayat (4), Petinggi dapat 
menyampaikannya pemutakhiran capaian ourpur kepada 
Bupau. 

(6) Petinggi penenma Dana Desa bertanggungjawab secara 
formal dan -r,;;renJ rn pengelolaan Dana Desa 

[7) Buka pen~= Bukti fisik SPJ dan Buku 

d.ari ,as:,;a.-akat Desa setempat, 
Pasal 13 

(I) Petinggr bertanggung jawab at.as penggunaan Dana 
Desa. 

(2) Pemerinrah daerah dapar melakukan pendampingan 
aras penggunaan Dana Desa. 

(3) Pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 
dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Daerah. 



a. penerm:ar. perazuran petinggi maupun keputusan 
penngg; ==s pengeiolaan keuangan Dana Desa, 

b. penval • ...-zn ::)-"'-? :)c5a dari RKD kepada pelaksana 
Lt-aat=• ... ., 

Pasal 16 

Togas. kewenangan dan kewajiban Tim Pembina Tingkat 
Kecamatan sebagaimana dimaksud dalarn Pasal 15 adalah: 

a. mendampingi Pernerintahan Desa dalam musvawarah 
perencanaan Dana Desa dan penyusunan RPJMdes, 
RKPdes, RAPBDes, APBDes, penjabaran APBDes dan DPA 
atau dokumen lain yang dipersarnakan; 

b. ruelakukan fasilitasi penyelesaian permasalahan dalam 
pengelolaan Dana Desa; 

c. melakukan pernbinaan, monitoring dan evaluasi 
pengelolaan administrasi keuangan Dana Desa; 

d. menerima laporan berupa rekapitulasi atas penggunaan 
Dana Desa setup bu1an; 

e. menyampaikan Rekapirulasl Laporan bulanan 
Pe.nggunaan Dana Desa kepada Bupati. 

Pasal 17 
(ll Monitoring sebagarmana dimaksud dalam Pasal 16 huruf 

c dapar dilakukan tcrhadap: 

Pasal 15 
Guna pengoptimalan dan peningkatan kinerja pengelolaan 
Dana Desa, maka dibentuk Tim Pembina Tingkat 
Kecamatan yang ditetapkan dengan Kepurusan Camat dan 
Tim Pembina Tingkat Kabupaten yang ditetapkan dengan 
Keputusan Bupati. 

?en66~r-ec'! xeuangan Dana Desa harus mendapar 
verifikas, oler. Cank atas kebenaran materul yang nrnbul 
dan penggu'UiaJl bukti ciimaksud sebagai dokumen yang 
disimpan dt Desa dan dipertanggungjawabkan secara 
mutlak oreh Pemenntah Desa tentang kebenaran 
dokumen tersebut, 

(8) Bukti fisC, dan bukti penggunaan keuangan Dana Desa 
sebagai bahan pemeriksaan oleb lembaga pengawas 
fungsicnal dan lembaga pengawas lainnya. 

[9J Pengawasan penggunaan Dana Desa bisa dilaksanakan 
oleh BPD, masyarakat dan lembaga pengawasan 
Fungsional lainnya; 

(lO)Hasil Pengawasan sebagaimana dimaksud ayat \9) 
menjadi dasar pernbahasan musyawarah Desa dalam 
rangka penggunaan keuangan Desa 

BAB VI 
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN 



Pasa1 20 

(1) Bupati menunda penyaluran Dana Desa, da1am hal, 
a. Bupati belum menenrna dokumen sebagaimana 

climaksud dalam ?asaJ 9 Ayat (41 .Pasal 9 ayat (5) dan 
Pasal 9 a}a~ 6 

b Terdapar s~ Dana Desa di RKD tahun anggaran 
sebetumava leo:.n den 30o/o nga pulun perseru: 

BABVI 
SANKS! 

Desa bisa dilaksanakan 
lembaga pengawasan 

(ll Pengawasan penggunaan Dana 
oleh BPD, masyarakar dan 
Fungsional lainnya; 

(2) Hasil Peugawasan menjadi dasar pernbahasan 
musyawarah desa dalam rar.gka penggunaan keuangan 
Desa. 

Pasal 19 

Pasal 18 

Tugas, kewenangan dan kewajiban 'Nm Pembina Tingkat 
Kabuparen sebagaimana climaksud dalam Pasal 15. adalah: 

a. melakukan pembinaan dan fasilitasi serta rnenyusun 
pedoman pengelo!aan Dana Desa; 

b. melaksenaan sosialisasi pengelolaan Dana Desa; 
c:. melaksanakan penelitian terhadap berkas permohonan 

penyaluran Dana Desa yang diajukan oleb Pemerlntah 
Desa; 

d. melaku kan Iasihtasi pernecahan masalah dalam 
pengelolaan Dana Desa yang tidak dapat dlselesaikan 
oleh Tim Kecamatan; 

e. memberikan rekomendasi penyelesaian masalah dalam 
pengelolaan Dana Desa; 

t. melaporkan pelaksanaan tugas kepada Bupati 

{3) Hasil pernantauan dan evaluasl rnenjadi dasar 
penyempumaan kebijakan dan perbaikan pengelolaan 
Dana Desa. 

a. Perhitur.gan rencana penggunaan Dana Desa. 
b. Realisasi adminisrrasi penggunaan Dana Desa. 

adrmrusrrasi realisasi c pe.--:ya=pa.uU1 laporan 
:,,,:,gg.,.~aan Dana Desa 

d Si:..?~ :Jana Desa. 
(2J Evaluast sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf c 

dapat d.llakukan rerhadap: 



Pasal 21 

(1) Bupad menyalurkan kembali Dana Desa yang ditunda 
dalamhal. 
a dokumen persyaratan penyaluran sebagairnana 

diroaksud dalam Pasal 15 ayac (1) huruf a telah 
dnenma 

b. sisa Dana ::::ies.: d. RIC) tahun anggaran sebelurnnya 
lu.rang ca- J.l:F' aga pulun persen : dan 

[6) Dana Desa yang tidak disalurkan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (4} tidak dapat disalurkan kernbali 
pada tahun anggaran berikutnya, 

(7) Rekornendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf 
c disampaikan oleh aparat pengawas fungsional di 
daerah dalam hal terdapat potensi atau telah terjadJ 
penyimpangan penyaluran dan/arau penggunaan Dana 

· Desa. 

(8) Rekomendas' sebagaimana dimaksud pada ayat (7) 
disampaikaa kepada Bupati dengan ternbusan kepada 
Kepala KPPN selaku KPA E'enyaluran OAK Fisik dan 
Dana Desa sebelurn batas waktu tahapan penyaluran 
sebagaimana dirnaksud dalam Pasal 9. 

(2) Penur-daan penyaluran Dana Desa sebagaimana 
dimsksud pada ayac (l} huruf b dilakukan ierhadap 
penyaluran Dana Desa tahap I tahun anggaran berjalan 
sebesar Siea Dana Desa di RKD tahun anggaran 
sebelurnnya 

l3J Dalam hal Sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran 
sebelurnnya lebih besar dari jurnlah Dana Desa yang 
akan disalurkan pada tahap ll. penyaluran Dana Desa 
tahap 11 tidak clilskukan. 

(4) Dalam hal sampai dengan minggu pertama bulan Juoi 
tahun anggaran berjalan S1Sa Dana Desa di RKD tahun 
anggaran sebelurnnya masih lebih besar dari 30o/o [riga 
puluh persen), penyaluran Dana Desa yang ditunda 
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dapat 
disalurkan dan menjadi sisa Dana Desa di RKUD. 

(SJ Bupati meiaporkan Dana Desa yang tidak disalurkan 
sebagaimana dimaksud pada ayat (3} dan ayat (41 kepada 
Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAI< Fisik dan 
Dana Desa, 

c.a:: ata- 
c :=na: vsulan dart aparat pengawas fungsional 



(3) Bupati melaporkan sisa Dana Desa di RKUD 

sebagalmana dimaksud pada ayat (2) kepada Kepala 

KPPN selaku KPA Penyaluran OAK Flsik dan Dana Desa. 
(4) Bupati rnemberitahukan kepada Petinggi yang 

bersangkutan mengenai Dana Desa yang ditunda 
penyalurannya sebagaimana dirnaksud pada ayat (2) 

paling lambat akhir bulan November rahun anggaran 
berjalan dan agar dianggarkan kerubali dalam rancangan 
APBDesa tahun anggaran berikutnya, 

(SJ Bupati menganggarkan kembali srsa Dana Desa di RKUD 

sebagaimana dimaksud pada ayat (2} dalam rancangan 
APBD tahun langgaran berikutnya sesuai dengan 
kerenruan peraturan perundang-undangan. 

(6) Dalam hal Desa telah memenuhi persyaratan penyaluran 
sebelum minggu pertama bulan JunJ tahun anggaran 
berjalan, Bupati menyampaikan perrmntaan penyaluran 
sisa Dana Desa tahap a yang belum disalurkan dari 
Rl<UN ke RKUD kepada Kepala KPPN selaku KPA 
Penyaluran DA.K Fisik dan Dana Desa paling lambat 
minggu kedun bu Ian Jun! cahun anggaran berjalan. 

Pasa122 
(1) Bupati melakukan pemocongan penyaluran Dana Desa 

dalam hal secelah dikenakan sanksi penundaan 
penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud daJam 
Pasal 15 ayat (1) huruf b. rnasih terdapat sisa Dana Desa 
di RKD lebih dari 30%, idga puluh persen), 

(2) Pernotongan penyaluran Dana Desa sebagairnana 
dimaksud pada aya;: (] d.ilakukan pada penyaluran 
Dana Desa tab= anggaran benkutnya, 

3 Bupar, mel.a;,an,:a:- pemotongan penyaluran Dana Desa 
sebagarmana c!- .. , s-ci pada ayai 11 kepada Kepala 

e tr.da:::a- ... swan dari aparat pengawas fungsional 
caerah, 

[2) Dalam aal penundaan penyaluran Dana Desa 
sebaga.imana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf a 
dan huruf c berlangsung sampai dengan berakhirnya 

tahun anggaran, D~a Desa tidak dapat disalurkan lagi 
ke RKD dan menjadl sisa Dana Desa di RKUD . • 



SEKRETARIS DAERAFI 
KABUPATEN JEPARA, 

Diundangkan di Jepara.. 
pada tanggal 15 Januari 2019 

Ditetapkan di Jepara. 
pada tanggal 15 Janua.ri 2019 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 
diundangkan. 

Agar sedap orang mengetahui, memerintahkan 
pengundangan Peraturan Bupati uu dengan 
menempatkannya dalam Serita Daerah Kabupaten -Jepara. 

Pa.sal 23 

BAB VU 
KETENTUAN PENUTUP 

KPP.N selaia• KPA Penyaluran OAK Frsik dan Dana Desa. 
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pemelibaraan sarana prasarana pelayanan sosial dasar 
untuk pemenuhan keburuhan: 
1. kesehatan masyarakar, dan 

2 pendidikan clan -cebudayaan. 

dan pengernbangan, 

I. lingkungan pemuldman; 
2. transportasi: 
3. energi; dan 
4. informasi dan komunikasi 

b. Pengadaan, pembangunan, 

L Peningkatan kualitas hidup masyarakat Desa diutarnakan 
unruk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan di bidang 
pelayanan sosial dasar yang berdampak langsung pada 
meningkamya kualltas hidup masyarakat. 

2. Kegiatan pelayanan sosial dasar sebagaimana dimaksud pada 
angka 1 meliputi : 

a. Pengadaan, pernbangunan, pengembangan, dan 
pemelibaraan sarana 'prasarana dasar untuk pemenuhan 
kebutuhan: 

Bagian Kesatu 
Bidang Pernbangunan Desa 

l. Penggunaan Dana Desa diprioritaskan unruk membiayai 
pelaksanaan program dan kegiatan di bidang pembangunan 
Desa dan pemberdayaan masyarakat Desa. 

2. Prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada 
angka 1 dapat digunakan unruk membiayai pelaksanaan 
program dan kegiatau prioritas yang berslfat llntas bidang. 

3. Prioritas penggunaan dana desa sebagaimana dimaksud pada 
angka l dan angka 2, diharapkan dapat memberikan manfaat 
sebesar-besarnya bagi masyarakat Desa berupa peningkatan 
kualitas hidup, peningkatan kesejahteraan dan penanggulangan 
kemiskinan serta peningkatan pelayanan publik di tingkat 
Desa. 

PRlOR!TAS PENOOUNAAN DANA DESA 

Lampmm Il Peraruran Bupati Jepara 
Nomor 5 Ta h u n 2019 
Tanggal -LS Januan. 2019 



c Pengadaaa, pe;;:oa-;g,inao, pengembangan, dan 

pemeliharaan sarana prasarana ekonomi masyarakat Desa 
meliputi; 

J. usaha pcnanian unruk ketahanan pangan; 

2. usaha ekonorm pertanian berakala produktif rneliputi 
aspek produksi, distribusi dan pemasaran yang 
difokuska.n kepada pembentukan dan pengembangan 
produk unggulan Desa dan/ata.u produk unggulan 
kawasan perdesaan; dan 

3. usaha ekonomi non pertanian berskala produktif meliputi 
aspek produksi, disaibusi dan pernasaran yang 
difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan 
produk unggulan Desa dan/atau produk unggulan 
kawasan perdesaan. 

d. Pengadaan, pembangunan, pengembangan. dan 
pemeliharaan sarana prasarana lingkungan untuk 
pernenuhan keburuhan: 

1. kesiapsiagaan menghadapi bencana alam dan konJlik 
sosial; 

2. penanganan bencana alam dan bencana soslal; dan 
3. pelestarian Iingkungan hidup. 

3. Pengadaan, pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan 
infrastruktur dan sarana prasarana lainnya yang sesuai dengan 
kewenangan Desa dan diputuskan melalui musyawarah Desa. 

4. Peningkatan pelayanan publik ditingkat Desa diwujudkan 
dalam upaya peningkatan gizi masyarakat serta pencegahan 
anak kerdil 
( stunring). 

5. kegiatan pelayanan gi.d dan penregahan anak kerdil (stunting) 
sebagaimana dimaksud pada angka 4 meliputi: 
a. penyecliaan air bersih dan sanitasi; 
b. pernberian makanan tambahan dan bergizi unruk balita; 
c. pelatiban pemantauan perlcembangan kesehatan ibu hamil 

atau ibu menyusui; 

d. bantuan posyandu untuk mendukung kegiatan 
pemeriksaan berkala kesehatan ibu hamil atau ibu 
menyusui; 

e pengembangan apotik hidup desa dan produk hotikultura 
unmk memenuhi kebutuhan gizi ibu hamil arau ibu 
mcnyusui; 



saat musrm panen 

f. pen~ t-abanan pangan d Desa clan 

g kegiatan penanganan kuahtas hidup lainnya yang sesuai 
de."lgr. ke..e.:.angan Desa dan diputuskan dalam 
m ... S) awarah Des& 

6. Penmgkatan kese .. ahteraan masyarakat Desa diutamakan 
mernbiayar pelaksanaan program dan kegiatan yang bersifat 
lintas bidang untuk rnenciptakan lapangan kerja yang 
berkelanjutan, rnernngkatkan pendapacan ekonomi bagi 
keluarga miskin dan merungkatkan pendapatan asli Desa. 

7. Program dan kegiatan sebagaimana dimaksud pada angka 6 
antara lain bidang kegiatan produk unggulan Desa dan/atau 
produk unggulan kawasan perdesaan, BlfMDesa dan/atau 
BUMDesa Bersama, embung/penampungan air kecil lainnya, 
serta sarana olabraga Desa sesuai dengan kewenangan Desa. 

8. Pernbangunan sarana olahraga Desa sebagaimana dimaksud 
pada angka 7 merupakan unit usaha yang dikelola oleh 
BUMDesa atau BUMOesa bersama. 

9. Kegiatan peningkatan kesejahteraan masyarakat lainnya yang 
sesuai dengan kewenangan Desa dan dlputuskan melalui 
musyawarah Desa. 

lO. Penanggulangan kemiskinan di Desa diutarnakan membiayai 
pelaksanaan program dan kegiatan padat karya tunai untuk 
menyediakan lapangan kerja bagi masyarakat desa yang 
menganggur, setengah menganggur, keluarga miskin, dan 
stunting. 

11. Kegiatan padat karya runai sebagaimana dlmaksud pada pada 
angka LO dilakukan secara swakelola oleh Dess dengan 
mendayagunakan sumberdaya alam, teknologi dan sumberdaya 
manusia di Dess. 

12. Pendayagunaan sumberJaya manusia sebagairnana dimaksud 
pada angka 11 dilakukan dengan memanfaatkan pembiayaan 
Dana Desa untuk bidang pembangunan Desa paling sedikir 

30"/o (tiga puluh persen) digunakan membayar upah masyara.kac 
Desa dalam rangka rnenciptakan lapangan kerja. 

13 Upab kerja dibayar secara barian atau mingguan dalam 
pelaksanaan kegiatan \-ang dib1ayai dengan Dana Desa 

14 Pelaksanaan kegiatan pedat xarva tunai Lidak dikerjakan pada 



15. Desa dalam peneca= pnoritas penggunaan Dana Desa. 
dapar memperambangkan tipologi Desa berdasarkan tingkat 
perkembangan Desa, mt!liputi: 

a. Desa Teronggal dan/atau Desa Sangat Tertinggal 

memprioritaskan kegiatan pembangunan Desa pada: 
I. pengadaan pembangunan. pengembangan, dan 

pemelibaraan infrastruktur dasar; dan 
2. pembangunan, pengernbangan dan pemeliharaan 

infrasrruktur ekonomi serta pengadaan sarana prasarana 
produksi, dlstrlbusi dan pemasaran yang diarahkan pada 
upaya pembenrukan usaha ekonomi pertanian berskala 
produktif, usaha ekonomi pertanian untuk ketahanan 

pangan dan usaha ekonomi lainnya yang difokuskan 
kepada pembentu.kan dan pengernbangan produk 
unggulan desa dan/atau produk unggulan kawasan 

perdesaan, 
b. Desa Berkembang memprioritaskan kegiatan 

pembangunan Desa pada: 
1. pembangunan. pengembangan dan pemeliharaan 

infrastruktur ekonomi serta pengadaan sarana prasarana 
produksi, distribusi dan pemasaran untuk mendukung 
penguatan usaha ekonomi pertanian berskala produktif, 
usaha ekonomi untuk ketahanan pangan dan usaha 

ekonomi lainnya yang difokuskan kepada pembentukan 
dan pengembangan produk unggulan Desa dan/atau 
produk unggulan kawasan perdesaan; 

2. pengadaan sarana prasarana sosial dasar dan lingkungan 
yang diarahkan pada upaya mendukung pemenuban 
akses masyarakat Desa terhadap pelayanan sosial dasar 
dan lingkungan; dan 

3. pengembangan dan pemeliharaan inirastruktur dasar. 
c. Desa Maju dan/atau Desa Mandiri mernprioritaskan 

kegiatan pembangunan pada: 
1. pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan 

infrasrruktur ekonoml serta pengadaan sarana prasarana 
produksi. distribusi dao pemasaran unruk mendukuog 
perluasan/ekspansi usaha ekonomi pertanian berskala 
produknf. usaha esnncmi unruk ketahanan pangan dan 
11AAh11 ekor,o;M 'ai'r.n'<'a vane difokuskan keoada 



1. Dana Desa digunakan untuk membiayai program dan kegiatan 
bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa yang ditujukan untuk 
meningkatkan kapasitas dan kapabilitas masyarakat Desa 
dalam penerapan hasfl pengembangan ilrnu pengetahuan dan 
teknologi, teknologi tepar guna, dan temuan baru unruk 
kernajuan ekonomi dan pertanian masyarakat Desa dengan 
mendayagunakan porensi dan sumberdayanya sendiri. 

2 Kegiatan pemberdayaan masyarakat Desa yang diprioritaskan 
antara lain: 
a. peningkatan partislpasi masyarakat dalam proses 

perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan 
Desa; 

b. pengembangan kapasitas masyarakat Desa yang 
dilaksanakan di Desa setempat; 

c. pengembangan ketahanan masyarakat Desa; 
d. pengembangan ketahanan keluarga; 
e. pengelolaan dan pengembanga.n sistem infonnasi Desa 

melalui pengembangan kapasitas dan pengadaan aplikasi 
perangkat lunak (software) dan perangkat keras (hardware) 
komputer unruk pendataan dan penyebaran informasi 
pembangunan dan -pemberd!i!.yaan masyarakat Desa yang 
dikelola secara terpadu; 

f. dukungan pengelolaan kegia:an pelayanan sosial dasar di 
bidang pend.idlkan, kesehatan, pemberdayaan warga 
miskin, pemberdayaan perempuan dan anak, serta 
pemberdayaan masyarakat marginal dan anggota 
ma.syarakat :)esa penyandang disabilitas; 

2 dukunzan oen~ olaar; k~atar, oelesrarian linekunean 

pembentukan dan pengembangan produk unggulan Desa 

dan/atau produk u:nggulan kawasan perdesaan; 
2. pernbangunan dan pemel!haraan Infrastruktur sosial 

dasar serta pengadaan sarana prasarana sosial dasar dan 
lingkungan yang diarabkan -pada upaya mendukung 
peningkatan kual!tas pemenuhan akses masyarakat Desa 
terhadap pelayanan scsial dasar dan lingkungan: dan 

3. pengembangan dan perneliharaan infrastruktur dasar. 
Bagian Kedua 

Bidang Pemberdayaan Masyarakat 



bersaroe melalui penyertaan modal, pengelolaan 
produksi distribusi dan pemasaran bagi usaha ekonomi 
pertanian berskala produktlf dan usaha ekonomi 
Iamnya yang difoh'llskan kepada pembentukan dan 
'oengembangan produk unggulan desa dan/atau 
produk unggulan i..a .... asan perdesaao. 

BUMDesa 

h. dukungan kesiapsiagaan menghadapi bencana alam dan 

konfilk sosial serta penanganannya; 

i. dukungan pe.nnodalan dan pengeJolaan usaha ekonomi 
produktif yang clikelola oleh BUMDesa dan/atau BUMDesa 
Bersama, 

J. dukungan pengelclaan usaha ekonomi oleh kelompok 
masyarakat. koperasi dan/atau lembaga ekonomi 
masyarakat Desa lainnya; 

k. pendayagunaan sumberdaya a1am unruk kernandirian Desa 
dan peningkatan kesejahceran masyarakat; 

I. penerapan teknologi tepal guna untuk pendayagunaan 
sumberdaya a1am dan peningkatan usaha ekonomi 
pertanian berskala produktlf; 

m, pengembangan kerja sarna antar Desa dan kerja sama Desa 
dengan pihak ketiga; dan 

n. kegiatan pemberdayaan masyarakat Desa lainnya yang 
sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan melalui 
musyawarah Desa. 

3. Pengembangan kapasitas masyarakat Desa sebagaimana 
dimaksud pada angka. 2 buruf (b) wajib dilakukan secara 
swakelola oleh Desa atau badan kerja sama antar-Desa dan 
d.ilal<sanakan berdasarkan ketentuan peraruran perundang­ 
u ndangan. 

4. Desa dalam perencanaan program dan kegiatan pemberdayaan 
masyarakat Desa yang dibiayai Dana Desa, dapat 
mempertimbangkan tipologi Desa berdasarkao tingkat 

perkembangan kemajuan Desa, yang meliputi: 
a. Desa Tertlnggal dan/ atau De-sa Sangat Tertlnggal 

memprioritaskan kegiatan pemberdayaan masyarakat 
Desa untuk meningkatkan. .kesejahteraan ekcnomi 
masyarakat Desa yang meliputi: 
·1. pembentukan BUMDesa dan/atau 



berkelanjutan. 
b. Dess Berkembang memprioritaskan kegiatan 

pemberdayaan masyarakat Desa untuk meningkatkan 
kesejahreraan ekonomi .masyarakat Desa yang meliputi: 
1. penguatan BUMDesa dan/atau BUMDesa Bersarna 

melalui penyertaan modal, pengelolaan produksi, 
distribusi dan pemasaran bagi usaha ekonoml pertanian 
berskala produktif dan usaha ekonomi lainnya yang 
difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan 
produk unggulan Dess dan/atau produk unggulan 
kawasan perdesaan; 

2. penguatan usaha ekonomi warga/kelom-pok, koperasi 
dan/atau lembaga ekonomi masyarakat Dess lainnya 
melalul akses permodalanyang dikelola BUMDesa 
dan/atau BUMDesa, pengelolaan produksi, distribusi 
dan pemasaran bagi usaha ekonomi pertanian berskala 
produktiJ' dan usaha ekooomi lalnoya yang difokuskan 
kepada pernbenrukan dan pengembangan produk 
unggulan desa dan/atau produk unggulan kawasan 
perdesa.an, 

3. penguata.n dan pengembangan usaha ekonomi melalui 
pendayaguoaan sumberdaya alam dan penerapan 
teknologi tepat guna 

lapangan kerja untuk pemenuhan 
hidup bagi masyarakat Desa secara 

4. pembukaan 
kebutuhan 

koperasi dan/atau lembaga ekonomi masyarakat 
Desa lainnya melalui akses permodalan yang dikelola 
BUMDesa. dan/atau BUMDesa, pengelolaan produksi, 
distdbusi dan pemasaran bagi usaha ekonomi 
pertanian berskala -produktif dan usaha ekonomi 
lalnnya yang difokuskan kepada pembentukan dan 
pengembangan produk unggulan Desa dan/atau 
produk unggulan kawasan perdesaan; 

3. pernbenrukan usaha ekonomi melalul pendayagunaan 
sumberdaya alam dan pcnerapan cekoologi tepat guna; 
dan 

usaha ekonomi warga/ kelornpok, 2 pembentukan 

tenaga kerja dan kuantitas 4. peningkatan l..-wilit2S 
--=-= _---. ~ ~-- - ~- 



mempriorltaskan kegiatan pemberdayaan masyarakat Desa 
untuk meningkatkan kapasitas clan kapabilitas 
masyarakat Desa yang meliputi : 
1 pengelolaan secara partisiparif kegiatan pelayanan 

soslaJ dasar di bidang pendidikan, kesehatan, 
pemberdayaan warga miskm. pemberdavaan 

5. perluasan/ekspansi lapangan kerja untuk pemenuhan 
kebutuhan hid up masyarakat Desa secara 

berkelanjutan. 

d Desa Sangat Tert!nggal, Desa Tertinggal, Desa 
Berkernbang, Desa Maju dan Desa Mandiri 

meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat Desa 
yang meliputi- 

perluasan usaha BUMDesa clan/atau BUMDesa 
Bersama melalui penyertaan modal, pengelolaan 
produksi, distribusi dan pemasaran bagi usaha ekonomi 
pertanian berskala produktii dan usaha ekonomi 
lainnya yang difokuskan kepada pernbentukan dan 
pengembangan produk unggulan desa dan/atau produk 
unggulan kawasan perdesaan; 

2. perluasan usaha ekonomi warga/ kelompok, koperasi 
dan/atau lernbaga ekonomi masyarakat Desa Jainnya 
melalui akses permodalan yang dikelola BUMDesa 
dan/atau BUMDesa, pengelolaan produksi, distribusi 
dan pernasaran bagi usaha ekonomi pertanian berskala 
produktif dan usaha ekonomi la.nnya yang difokuskan 
kepada pembentukan dan pengembangan produk 

unggulan desa dan/atau produk unggulan kawasan 
perdesaan. 

3. perluasan usaha ekonomi melalui pendayagunaan 
sumberdaya alam dan penerapan teknologi tepat guna; 

4. peningkatan kualitas dan kuantitas tenaga kerja ahli di 

Desa: den 

5. pengembangan lapangan kerja untuk pemenuhan 
secara Desa masyarakat hid up keburuhan 

berkelanjutan 

c. Desa Maju dan/atau Desa Mandiri memprioritaskan 

kegiatan pemberdayaan masyarakat Desa untuk 



l . Prioritas penggunaan Dana Desa di bidang pembangunan Desa 
dan pemberdayaan masyarakat Desa wajib dipublikasikan oleh 
Pemerintah Desa kepada masyarakat Desa di ruang publik yang 

dapat diakses masyarakat Desa. 
2. Publikasi penggunaan Dana Desa sebagaunana dimaksud pada 

angka I dilakukan seca:a s...-akelola dan partisipatif dengan 
melibatkan peran serta 1 12S' zrakat Desa. 

Bagian Ketiga 
Publikasi 

memprioritaskan kegiatan pemberdayaan masyarakat Desa 
untuk memperkua+ sosial budaya Desa yang meliputi: 
1. penyusunan produk hukum di Desa yang dike Iola 

secara demokratis dan partisipatif; 
2. pembentukan dan pengembangan budaya hukum serta 

menegakkan peraturan hukumdi Desa; 
3. pembentukan dan pengembangan keterbukaan 

informasi untuk mendorong dan meningkatkan 
panisipasi n,asyarakat Desa; 

4. penguatan ketahanan masyarakar Desa melalui 
penerapan nllai-nilai Pancasila; 

5. penguatan adat istiadat, seni, tradisi dan budaya Dcsa. 

marginal dan anggota masyarakat Desa penyandang 
disabilitas: 

2. pe:nge)olaan secara partisipatif kegiatan pelestarian 
lingkungan hidup; 

3. pengelolaan kesiapsiagaan mengbadapi bencana ala.m 
dan konllik sosial, penanganan bencana alam dan 
konllik sosial, serta penanganan kejadlan luar biasa 
lainnya; 

4. pengembangan kapasitas dan kapabilitas masyarakat 
Desa agar mampu berpartisipasi dalam penggunaan 
Dana Desa yang dikelola secara transparan dan 
akuntabel; dan 

5. penlngkatan partlsipatif masyarakat dalam memperkuac 
tata kelola Desa yang demokratis dan berkeadilan 
sosial. 

Tertinggal, Desa 
Desa Mandiri 

Desa 

dan 
Tertinggal, 

Desa Maju 
Desa Sangat 
Berkernbang, 

e. 



6. Prioritas penggunaan Dana Desa yang ditetapkan sebagai 
prioritas kegiatan, anggaran dan belanja Desa wajib dibahas 
clan disepakari rnelalui Musyawarah Desa. 

7. Hasil keputusan Musyawarah Desa sebagaimana climaksud 
pada angka 6 menjadi dasar penyusunan RKP Desa, 

8. Prioritas kegiatan -pembangunan yang dibiayai Dana Desa 
yang relah cliretapkan dalam RKP Desa wajib dfpedomanl 
dalam penyusunan APBDesa yang dituangkan dalam 
Rancangan peranrran Desa :C."'laang APBDesa. 

dilaksanakan berdasarkan kewenangan Desa. 
2. Kewenangan Desa sebagaimana dimaksud pada angka l 

terdiri dari kewenangan Desa berdasarkan hak asal-usut dan 
kewenangan lokal berskala Desa yang ditetapkan sesuai 
ketentuan peraturan -perundang-undangan. 

3. Penetapan prioritas penggunaan Dana Desa dilaksanakan 
dalam penyusunan RKP Desa. 

4. Penetapan prioritas penggunaan Dana Desa dilaksanakan 
secara terpadu dengan perencanaan pernbangunan nasional, 
provinsi, dan Kabupaten/ Kota. 

5. Kererpaduan perencanaan pembangunan nasional, provinsi, 
dan Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada angka 4 
dilaksanakan oleh pemerintah kabupaten/kota dengan 
menginformasikan kepada Desa sebagai berikut: 
a. pagu indikatifDana Desa sebagai dasar penyusunan RKP 

Desa; dan 

b. program/ kegiatan pernbangunan Desa yang dibiayai 
APBD Kabupaten/Kota, APBD Provinsi, dan/atau APBN 
yang pelaksanaanoya ditugaskan kepada Desa; 

l. Penetapan prioritas penggunaan Dana Desa sesuai dengan 

MEKANISME PENETAPAN PRIORITAS 

PENGOUNAAN DANA DESA 

3. Dalam hal Desa tidak mempublikasikan penggunaan Dana 

Desa di ruang publlk sebagaimana di.maksud pada angka l. 

Pemerintab Daerah Kabuparerr/Kcra rnemberikan sanksi 

administrasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang­ 
undangan 

Desa yang prosed ur perencanaan. pem bangunan 



pengguaaan Desa, Pemerintah Desa menggunakan data 
lndeks Desa Membangun (TDM). 

13. Pemerintah Kabupaterr/Kota melakukan evaluasi terhadap 
tingkat perkembangan Desa berdasarkan data TDM. 

I 4. Hasil evaluasi tingkat perkembangan Desa sebagaimana 
dimaksud pada angka 13 paling lambat selesai sebelum 
dirnulainya penyusunan RKP Desa Tahun berkenaan. 

15. Hasil evaluasi tingkat perkembangan Desa sebagaimana 
dirnaksud pada angka 14 harus diinformaslkan secara 
terbuka oleh Pemerintah Kabupaten/Kota. 

16. Hasil evaluasi sebagaimana dirnaksud pad a angka I 5 
menjadi acuan dalam penyusunan Pedoman Teknis 
Penggunaan Dana Desa. 

Daftar Kegiatan Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat 
Desa Berdaaarkan Kewenangan Desa 

ldealnya, setiap Desa sudab memiliki Peraturan Desa teruang 
kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan loka.l 
berskala Desa yang ctisusun sesua.i ketentuan peraturan 
perundang-undangan. Namun dernikian, faktanya masih banyak 
Pemerintah Kabupaten/Kota. yang belum menetapkan peraturan 
tentang daftar kewenangan berdasarkan hak asal usu! dan 
kewenangan lokal berskala Desa sehingga Desa kesulitan 
menetapkan peraruran Desa tentang kewenangan Desa, Oleh 

9. Rancangan APBDesa sebagaimana dimaksud dalam angka 8, 

di evaluasi oleh Camat. 

10. Dalam ha! basil evaluasi Rancangan Peratu.ran Desa tentang 

APBDesa sebagaimana dirnaksud pada angka 9 dinyatakan 
rencana pengguuaan Dana· Desa tidak sesuai dengan 

kepentingan umurn dan peraturan perundang-undangan 
yang lebih tinggi, Carnet memberikan penjelasan secara 
tertulis kepada Desa tentang latar belak.ang dan alasan 
ketidaksetujuan atas rencana penggunaan Dana Desa. 

l 1. ketidaksetujuan atas rencana penggunaan Dana Desa 

sebagaimana dirnaksud pada angka 10, Petinggi 
menyampaikan kepada masyarakat Desa melalui BPD dalam 
rnusyawarah Desa. 

12. Dalarn hal pemetaan tipologi Desa berdasarkan tingkat 

prioritas uncuk penyusunan perkembangan Desa 



14. sarana prasarana lingkungan pemukiman lainnya 
yang sesuai dengan kewenangan Desa dan 
dlputuskan dalam musyawarab Desa. 

b) Pengadaan.pembangunan, pengembangan dan 
pemeliharaan sarana prasarana transportasi, antara 
lain: 

I Perahu/ ketinong bagi desa-desa di kepulauan dan 
kawasan 0-\S, 

2 tambatan peraa .... 

13. mesin pengolah sampah; dan 

12. kendaraan pengangkur sampah; 

11. gerobak sampab; 

10. tempat pernbuangan sampab; 

9. selokan; 

8. sumur resapan; 

7. alat pemadam kebakaran hutan dan lahan; 

6. pipan!sasi untuk mendukung distribusi air bersih ke 
rumah penduduk; 

4. drainase; 

Dana Desa sesuai kewenangan Desa, dalam Pedoman U mum im 

secara khusus ciiJabarkan contoh-contoh daftar kewenangan Desa 

di bidang pembao_gunan dan pemberdayaan masyarakat Desa 
yang cliprioritaskan unruk dibiayai Dana Desa, 

a: Daftar Keg;iatan Priorftaa Bldang Pembangunan Desa 
I] Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan 

pemeliharaan sarana prasarana Desa 
a) Pengadaan,-pembangunan, pengembangan dan 

pemeliharaan sarana dan prasarana lingkungan 

pernukiman, antara lain: 

1. pembangunan dan/atau perbaikan rumab sehat 
untuk fakir miskin; 

2. penerangan lingkungan pemukiman; 
3. pedestrian; 

5. tandon air bersih atau penampung air hujan 
bersama; 



l. jaringan internet untuk warga Desa: 
2. website Desa; 
3. peralatan pengeras suara (loudspeaker); 
4. radio Single Side Band (SSB); dan 
5. sarana prasarana komunikasi lainnya yang sesuai 

dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam 
musyawarah Desa. 

2) Peningkatan Kualltas dan Akses terhadap Pelayanan Sosial 
Dasar 
a) Pengadaan.pembengunan, pengembangan dan 

pemellha.raan sarana prasarana kesehatan, antara lain: 
1. air berslh berskala Desa; 
2. sanitasi Iingkungan: 
3. jambanisasi; 
4 mandi, cuci, kakus IMCh.1; 

5 mobil/kapal motor untuk ambulance Desa: 

.;_ jalan ~ ar tara permukiman Al! .rilayah pertanian: 
5. jalan 00. O! Desa, 

6 jalan Desa antara perrnukiman ke lokasi wisata: 
7.Jemba..an desa 
8. gorong-gerong: 
9. terminal desa, dan 

10. sarana prasarana transportasi lainnya yang sesuai 
dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalarn 
musyawarah Desa. 

c) Pengadaan.pembangunan, pengembangan dan 
pemellharaan sarana dan prasarana energi, antara Jain: 
1. pembangkit listrik tenaga mikrohidro: 
2. pembangk!t listrik tenaga diesel; 
3. pembangkit llstrik tenaga matahari; 
4. lnstalasi biogas; 
5. jaringan distribusi tenaga listri.k; dan 
6. sarana prasarana energi Jainnya yang sesuai dengan 

kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah 
Desa. 

d) Pengadaan,pembangunan, pernanfaatan dan pemeliharaan 

sarana dan prasarana informasi dan komunikasi, antara 

lain: 



2. bangunan Pendidikan Anak Usia Dini; 
3. buku dan peralatan belajar Pendidikan Anak Usia Dini 

lainnya; 
4. wahana permainan anak di Pendidikan Aanak Usia Dini; 
5. ta men belajar keagemean; 
6. bangunan perpustakaan Desa; 
7. buku/oahan bacaan; 
8. balai pelatihan/kegiatan belajar masyarakat; 
9. sanggar seni; 

10. film dokumenter; 
11. peralatan kesenian; dan 
12. sarana prasarana pendidikan dan kebudayaan lainnya 

yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuska.n 
dalam mu.syawarah Desa. 

3) Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan 
sarana prasarana usaha ekonomi Desa 
a) Pengadaan,pembangunan, pengernbangan dan 

pemeliharaan sarana prasarana produksi usaha pertanian 
uruuk ketahanan pangao dan usaha pertanian berskala 
produktif yang difokuskan kepada pembentukan dan 
pengembangao produk unggulan Desa darr/atau produk 
unggulan kawasan perdesaan. antara lain: 

dan prasarana pendidikan pemeliharaan saran a 

kebudayaan antara lain: 

l. taman bacaan masyarakat; 

dan pengembangan 

6. alat bantu penyandang disabilitas; 

7. panti rehabilitasi penyandang disa.bilitas; 

8. balai pengobatan: 
9. posyandu; 

10. poskesdes/polindes; 
11. posbindu; 
12. reagen rapid tes kid untuk menguji sampel-sampel 

makanan; dan 

13. sarana prasarana kesehatao la.innya yang sesuai dengan 
kewenangan Desa dan dlputuskan dalam musyawarah 
Desa. 

b) Pengadaan,pembangunan, 



2. lumbung Desa; 
3. gudang penclingin (cold storage); dan 
4. sarana dan prasarana pengolaban basil pertanian 

lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan 
diputuskan dalam musyawarab Desa. 

c) Pengadaan.pernbangunan, pernanfaatan dan pemelibaraan 
sarana dao prasarana jasa serta usaba industri kecil 

dan/atau industri rumahan yang clifokuskan kepada 
pembenru.kan dan pengembangan produk unggulan desa 
dan/atau pmcluk unggulan kawasan pcrdesaan, antara 
lain: 

1 bcncu~~ berskala keul; 
2 ;'.>l!lnhar.~ ... nan atau perbaikan embung; 
3 ngasi Desa 
~. percetakan lahan pertanian, 
5 kolarn dean. 
6 kapa1 penangkap ikan; 
7. tempat pendaratan kapal penangkap ilcan; 
8. tambak garam: 
9. kandang ternak: 

10. mesin pakan ternak; 
11. gudang penyirnpanan sarana produksi pertanian 

(saprotan); dar, 
12. sarana prasarana produksi pertanian lainnya yang 

sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam 
musyawarah Desa. 

b) Pengadaan, pembangunan, pemanfaatan dan pemelibaraan 
sarana dan prasarana pengolahan basil pertanian untuk 

ketahanan pangan dan usaba pertanian 

yang clifokuskan kepada pernbentukan dan pengembangan 
produk unggulan desa dan/acau produk unggulan 
kawasan perdesaan, antara Jain: 
1. pengeringan basil pertanian seperti: lantal jemur gabah, 

jagung, kopi, coklar, kopra, dan tern pat penjemu ran 
ikan· • 

1. me sin jahit; 
2 peralaran bengkel kendaraan bermotor: 
3 mesin penepwig kan 

4 mesin penepc, ng ,.,;:~el.. pohon; 



4. kios warung makan; 
5. wahana permainan anak; 
6. wahana permainan outbound: 
7. taman rekreasi: 
8. tempar penjualan tiket; 
9. rumah penginapan; 

10. angkutan wisata; dan 
11. sarana dan prasarana Desa Wisata lainnya yang sesuai 

dengan kewenangan Desa clan diputuskan dalam 
musyawarah. Desa. 

D Pengadaan.pembangunan, pemanfaatan dan pe.meliharaan 
sarana dan prasazana Teknologi Tepat Guna (TIO) unruk 
kemajuar- elwnomi yang difokuskan kepada pembentukan 
dan pengembangan produk unggulan desa dan/arau 
produk unggmao ~ perdesaan, antara lain: 

3. kios cenderamata: 

musyawarah Desa. 
e] Pengadaan, pembangunan, pemanfaatan dan pemellharaan 

sarana dan prasarana Desa Wisa.ta, antara lain: 
1. pondok wisata; 
2. panggung hiburan: 

6. saraaa dan prasamna jasa serta usaha industri kecil 
dan atat; mdustri rumahan lainn)ayang sesuai dengan 
kewenangan Desa. dan diputuskan dalam musyawarab 
Desa. 

d) Pengadaan pembangunan, pemanfaacan dan pemeliharaan 
sarana dan prasarana pernasaran yang 

pengembangan 
produk unggulan 

ditokuskan kepada pernbentukan uan 

procluk unggu'an desa dan/atau 

kawasan perdesaan, antara lam: 

t. pasar Desa; 
2. pasar sayur; 
3. pasar hewan: 
4. tempat pelelangan ikan: 
5. toko online; 

6. gudang barang; dan 
7. saran a dan prasarana pemasaran lainnya yang sesuai 

dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam 



b. Oaftar Kegiata.n Priorlta.s Bldang Pemberdayaan Masyarakat 

Desa 

I -pengg:blgan padi: 

2. perau: kel.apa, 

3. penepung 'aji-bijian; 

+. pencacah pakan temak: 
5. sangrai kepi; 
6. pemotong/pengiris buab dan sayuran: 
7. pompa air; 

8. traktor mini: dan 
9. sarana dan prasarana lainnya yang sesuai dengan 

kewenangan Desa dan diputuskan dalarn musyawarah 
Desa. 

4) Pengadaan, pernbangunan, pengembangan dan pemeiiharaan 
sarana prasarana untuk pelestarian lingkungan hidup antara 
lain: 
a) pembuatan terasering; 
b) kolam untuk rnata air; 
cl plesengan sungai: 
d) pencegahan kebakaran hutan; 
e) pencegahan abrasi pantai; dan 
Q sarana prasarana untuk pelestarian Iingkungan hidup 

lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan 
diputuskan dalam musyawarah Desa. 

5) Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan 
sarana prasarana untuk penanggulangan bencana alam 
dan/atau kejadian luar biasa lainnya yang meliputi: 
a) kegiatan tanggap oarurat bencana alam; 
b) pembangunan jalan evakuasi dalam bencana gunung 

berapi; 
c) pembangunan gedungpengungsian; 
d) pembersihan lingkungan perumahan yang terkena bencana 

alarn; 
e) rehabilitasi dan rekonstruksi lingkungan perumahan yang 

terkena bencana alam; dan 

O sarana prasarana untuk penangguJangan bencana yang 
lainnya sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan 
dalam musyawarah Desa. 



kebudayaan antara lain: 
l. bantuan insentif guru PAUD; 
2. bantuaa insentif guru taman belajar keagamaan; 
3. penyelenggaraan pelatihan lrerja; 

4. penyelengaraan kursus seni budaya; 
5. bantuan pemberdayaan bidang olahraga; 
6 pelatihan i,embuaran fi!m dokumenter; dan 

1 pen yech;, a:r air bersih; 
2. pelayanar. kesebatao lingkungan; 
3 kampanye clan promos! hidup sehat guna rnencegah 

penyaku seperti penyakit menular, penyakit seksual, 
HIV J AlDS, ruberkulosis, hiperteusi, diabetes rnellitus 
dan gangguan jiwa; 

4. bantuan insentif untuk kader kesehatan rnasyarakat: 
5. pemanrauan perrumbuhan dan penyediaan makanan 

sehar untuk peningkatan giz! bagi balita dan anak 

sekolah; 
6. kampanye dan promosi hak-hak.anak, ketrampilan 

pengasuhan anak dan. perlindungan Anak; 
7. pengelolaan balai pengobatan Desa dan persallnan; 
8. perawatan.kesehatan dan/atau pendarnpingan untuk 

ibu hamil, nffas dan menyusui; 
9. pengobatan untuk lansia; 

10. keluarga berencana; 
11. pengelolaan kegiatan rehabilitasi bagi penyandang 

disabllitas; 
12. pelatihan kader kesehatan masya.rakar: 
13. pelatihan hak-hak anak, ketrai.ipilan pengasuhan anak 

dan perlindungan Anak: 
14. pelatihan pangan yang sehai dan aman; 
15. pelatihan kader Desa unruk pangan yang sehatdan 

aman; dan 
16. kegiatan pengelolaan pelayanankesehatan 

masyarakat Desa Iainnya yang sesua.i dengan 
kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah 
Desa. 

a pe- ~:a=. ~tan pelayanan kesehatan masyerakat, 
antara lam. 

dan pendidikan pelayanan b) pengelolaan kegiatan 



, ~eg:.~:a, pengelelaan pendvi;.;;ar. dan kebuclayaan 
lainnya yang sesuai dengan ""'--enangan Desa clan 
dipuu.skar dalaro musyawarah ::::>esa. 

2) Pengelolaan sa:rana prasarana Desa berdasarkan kemampuan 
teknis dan sumber daya lokal yang tersedia 
a) pengelolaan lingkungan perumahan Desa, antara lain: 

1. pengelolaan sampan berskala rumah tangga; 
2. pengelolaan sarana pengolahan air limbah; clan 
3. pengelolaan lingkungan pemukiman lainnya yang sesuai 

clengan kewenangao Desa clan diputuskan clalam 
musyawarah Desa. 

b) pengelolaan transportasi Desa, antara lain: 
l , pengelolaan terminal Desa; 
2. peogelolaan tambatan perahu; dao 
3. pengelolaantransportasi lainnya yang sesuai dengan 

kewenangan Desa yang diputuskan dalam musyawarah 

Desa. 

c) pengernbangan energi terbarukao, antara lain: 
1. pengolahan lirnbah petemakan unruk energi biogas; 
2. pembuatan bioethanol dari ubi kayu; 
3. pengolahao minyak goreng bekas menjadi biodiesel; 
4. pengelolaao pembangkit listrik tenaga angin; clan 
5. Pengembangan energi terbarukan lainnys yang sesuai 

clengan kewenaogan Desa dan diputuskan dalam 
musyawarah Desa, 

cl) pengelolaan informasi clan komunikasi, antara lain: 
l. sistern informasi Desa; 
2. koran Desa; 
3. website Desa; 

4. radio komunitas; clan 
5. pengelolaan informasi clan komunikasi Jainnya yang 

sesuai dengan kewenangao Desa dan diputuskan dalam 
musyawarah Desa. 

3) pengelolaan usaha ekonomi produklli serta pengelolaan sarana 
dan prasa.rana ekonomi 
a) Pengelolaan produksi usaha penanian untuk 

ketahananpangan clan usaha pertaman yang 
difokUskan kepada pembenwkan dan pengernbangan 
procluk un~ Desa dan/arau produk unggulan 
kawasan perdesaan antara lam: 



3 pl!::y!""a?:" ::i-puk; 
.:.. pe:::ibe::, aan ikan air tawar; 

5. pcngeioia~~ Jsaba hut:an Desa: 
6 pengelolaan usaha hutan sosiai: 
7 pengadaan bibit/induk ternak; 

8. inseminasi buatan: 

9. pengadaan pakan temak; dan 
10. sarana dan prasarana produksi pertanian Jainnya yang 

sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalarn 
musyawarah Desa. 

bl pengolahan basil produksi usaba penanian untuk 
ketahanan pangan dan usaha pertanian yang difokuskan 
kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan 
desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan, 
antara lain; 
l. tepung tapioka; 
2. kerupuk; 
3. keripik jamur; 
4. keripikjagung; 
5. ikan asin; 
6. abon sapi; 
7. susu sapi: 
8. kopi; 
9. coklat; 

10. karet; dan 
11. pengolahan basil pertanian lainnya yang sesuai dengan 

kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah 
Desa. 

c) pengelolaan usaha jasa dan industri kecil yang difokuskan 
kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan 
desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan, 
antara lain: 
l. meubelair kayu dan.rotan, 
2. alat-alar rum.ah tangga, 
3. pakaian jadi/konveksi keraiinan tangan: 
4. kain tenun; 
5. kain batik 
6 bengkel kendaraan bermotor: 
7 pedagan_g d pasar; 
0 __ .., __ .,. __ ---- • ., __ 



e) pengembangan usaha BUMDesa dan/atau BUMDesa 
Bersama yang difokuskan kepada pembentukan dan 
pengembangan produk unggulan desa dan/atau produk 
unggulan kawasan perdesaan, antara lain: 
1. pengelolaan hutan Desa; 
2. pengelolaan hutan Adat; 

3. industri air minurn; 

4. industri pariwisata Desa; 
5. industri pengolaban ikan; dan 
6. produk unggulan lainnya yang sesuai dengan 

kewenangan Desa diputuskan dalam musyawarah Desa. 

9 pet:31'"\o!aa'" .asa dan industr- ;.-.ecil !ainnya yang sesuai 
dengan ke,.-enangan Desa dan dipuruskan dalam 
musyawaran Desa, 

di peru:tinan dan pengembangan BUM.Dess dan/atau 
BUMDesa Bersama, an tara lam: 
1. pendirian BUMDesa dan/atau BUMDesa Bersama; 
2. penyertaan modal BUMDesa dan/atau BOMDesa 

Bersama, 
3. penguatan permodalan BUMDesa dan/atau BUMDesa 

Bersama;dan 
4. kegiacanpengembanganBUMDesadan/atau 

BUMDesa Bersama lainnya yang sesuai dengan 

kewenangan Desa diputuskan daJam musyawarab Desa. 

f) pengembangan usaha BUM Deca <lan/atau BUM Desa 
Bersama yang difokuskan pada pengembangan usaha 
layanan jasa, antara lain: 
l. pembangunan dan penyewaan sarana prasarana 

olabraga; 
2. pengadaan dan penyewaan alat transportas!; 
3. pengadaan dan penyewaan peralatan pesta; dan 

4. pengadaan atau pembangunan sarana prasarana 
lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan 
diputuskan dalam musyawarab Desa. 

gJ pembentukan dan pengembangan usaha ekonomi 
masyarakat dan atau koperasi yang difokuskan kepada 
pembenrukan dan pengernbangan produk unggulan desa 



4J penguatan dan Iasilitasi masyarakat Desa dalam kesiapsiagaan 
menghadapi ranggap darurar bencana serta kejadian luar biasa 
lainnya yang melipun; 

pengembangan sarana transportasi dan kornunikasi 

serta pengembangan jasa dan industri kecil; dan 
4 pengembangan dan pernanfaatan TIO laiooya yang 

sesuai dengan kewenangan Desa dao diputuskan dalam 
musyawarah Desa. 

i) pengelolaan pemasaran hasil produksi usaha BUM Desa 
dan usaha ekonorni lainnya yang difokuskan kepada 
pembentukan dan pengembangan produk unggulan desa 
dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan, antara 
lain: 
1. penyediaan inforrnasi harga/pasar; 
2. pameran hasil u saha BUM Desa, usaha ekonomi 

masyarakaL dan/atau koperasi; 
3. kerjasama perdagangan antar Desa; 
4. kerjasama perdagangan dengan pihak ket.iga; dan 
5. pengelolaan pemasarau lainnya yang sesuai dengao 

kewenangan Desa yang diputuskan dalam musyawarah 
Desa 

perOesaan, 

2 ':::.-':2..."l U!no-ao rakyat, 
3 kermrraan kemnanan: 
.1 pembcnt;,;.j;,an usaha ekonomi masyarakat; 

5 pembenrukan dan pengembangan usaha industri kecil 
dan/a.cau indusoi niroabao; 

6. bantuan sarana produksi, distribusi dao pemasaran 
unruk usaha ekonomi roasyarakat; dan 

7. pembentukan dan pengerubangan usaha ekonomi 
lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan 

diputuskan dalam musyawarah Desa. 
h) pemanfaatan Teknologi Tepat Guna unruk kemajuan 

ekonomi yang difokuskan kepada pembenrukan dB11 
pengembangan produk ungguJan desa dan/acau produk 
unggulan kawasan perdesaan, antara Jain: 

1. sosialisasi TIO: 
2. pos pelayanan teknologi Desa (Posyantekdes); 
3. percontohan'ITGuomkproduksipen:anian, 

pengembangan sumber energi 



b) peiannan kesiapsiagaan raasyara; &: daiaro mengnaaapi 
bencana; 

cj pelatiban tenaga sukarelawan unwk penanganan bencana; 
dan 

d) penguatan kesiapsiagaan masyarakat yang lainnya sesuai 
dengan kewenanga:n Desa yang drpuruskan dalam 
musyawarah Desa. 

5) pelescarian lingkungan hidup antara lain: 
al pembibitan pohon langka: 
b) rebolsasi; 

cl rehabilitasi lahan gambut; 
d) pembersihan daerah aliran sungai; 
e) pernellharaan hutan bakau; 
f] perllndungan terumbu karang; dan 
gl kegiatan lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa 

yang dipuruskan dalam rnusyawarah Desa. 
6) Pemberdayaa:n masyarakat Desa untuk mernperkuat tata 

kelola Desa yang demokratis dan berkeadilan sosial 
a) mendorong partisipasi masyarakat dalam perencanaan dan 

pembangunan Desa yang dilaksanakan secara swakelola 
oleh Desa, antara lain: 
l. pengernbangan sistem informasi Desa (SID); 
2. pengembangan pusat kemasyarakatan Desa darr/atau 

balai rakyat; dan 
3. kegiatan lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa 

yang diputuskan dalam musyawarah Desa. 
b) mengembangkan program dan kegiatan pembangunan 

Desa secara berkelanjutan dengan mendayagunakan 
sumber daya manusia dan sumber daya alam yang ada dl 
Desa, antara lain: 
1. penyusunan arah pengembangan Desa; 
2. penyusunanrancangan program/kegiatan pembangunan 

Desa yang berkelanjutan; dan 
3. kegiatan lalnnya yang sesuai kewenangan Desa dan 

diputuskan dalam musyawarah Desa. 
c) menyusun perencanaan pembangunan Desa sesuai 

dengan prioritas, potensi, dan nilai kearifan lokal, antara 
lain: 
1. pendataan potensi dan aset Desa; 
2. penyusunan '.Ttlfil !lesa data Desa, 



.!, kegiatan la.nnva yang sesuai ~gan Desa yang 
diputuskan dalam musyawarah Desa, 

d) menyusun perencanaan dan penganggaran yang berpihak 
kepada kepentmgan warga miskin, warga disabilitas, 
perempuan. anak, dan kelompokmarginal, antara lain: 
1. sosia.lisas:i penggunaan dana Desa; 
2_ penyelenggaraanmu_syawarahkelompokwarga 

miskin, warga clisabilitas, perempuan, anak, dan 
kelompok marginal; 

3. penyusunan uoulan kelompok warga rruskin, warga 
disabilitas, perempuan, anak, dan kelompok marginal; 
clan 

4. kegiatan lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa 
yang diputuskan dalam musyawarah Desa. 

e) mengembangkan sistern transparansi dan akunrabilitas 
dalam pelaksanaan pembangunan dan pemberdayaan 
masyarakat Desa, antara lain: 

1. pengembangan sistem adrninistrasi keuangan dan aset 
Desa berbasis data digital; 

2. pengembangan laporan keuangan dan aset Desa yang 
terbuka untuk publik; 

3. pengembangan sistem.informasi Desa yang berbasis 
masyarakat; dan 

4. kegiatan lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa 
yang diputuskan dalam musyawarab Desa. 

~ mendorong partisipasl masyarakat dalam penyusunan 
kebijakan Desa yang dilakukan melaJui musyawarah Desa, 
antara lain : 

1. penyebarluasan informasi kepada masyarakat Desa 
peribal hal- hal. etrategis yang akan dibahas dalarn 
Musyawarah Desa; 

2. penyelenggaraan musyawarah Desa; dao 
3. kegiatan lair-nya yang sesuai dengan kewenangan Desa 

yang dlputuskan dalam musyawarah Desa, 
g) melakukan pendampingan masyarakat Desa rnelalui 

pembenrukan dan pelatihan kader pemberdayaan 
masyarakat Desa yang dsselenggarakan di Desa. 

b) menyelenggarakan peningkatan kualitas dan kapasitas 
sumber daya manusia masyarakat Desa unruk 
pengembangan M!Sejahreraan Ekonomi Desa yang 
clifnkt,sk::.n !.,..-,..n:;.-1;; n.--nh,snr11kRn ilRn nPnmamMnotln 



l. Kerangka pikir model Padat Karya Tonai di Desa sebagai berikut: 
a. dicujukan bagii 

l) anggota keluarga rmskm 
2) penganggur 
3) setengah penganggur 

Penggunaan Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai Padat Karya Tonai 

di Desa. Padat Karya Tonai di Desa merupakan kegiatan pemberdayaan 
keluarga rniskin, penganggura.n, dan keluarga dengan baJita gizi buruk 

yang bersifat produktif berdasarkan pemanfaatan sumber daya alam, 
tenaga kerja, dan teknologi lokal dalam rangka mengurangi kemiskinan, 
meningkatkan pendapatan dan menurunkan angka stunting. 

A. PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA DENGAN POLA PADAT KARYA 

TONAI 

1. pemantauan berbasis komunitas; 
2. audit berbasis kornunitas; 
3. pengembangan unit pengaduan di Desa; 
4. pengembangan bantuan hukum dan paralegal Desa 

untuk penyelesaian rnasalah secara mandiri oleh Desa; 
5. pengembangan kapasitas paralegal Desa; 
6. penyelenggaraan musyawarahDesauntuk 

pertanggungjawaban dan serah terima hasil 
pembangunan De-sa; dan 

7. kegiatan lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa 
yang diputuskan dalam musyawarah Desa. 

unggulan desa dan/atau produk unggulan kawasan 
perdesaan yang sesuai dengan kewenangan Desa dan 
diputuskan dalam musyawarah Desa. 

i) melakukan pengawasan dan pemantauan penyelenggaraan 
Pemerintahan Desa dan pcmbangunan Desa yang 
dilakukan secara partisipatif oleh masyarakat Desa, antara 
lain: 

untuk 
produk 

kawasan perdesaan, antara lain: 
1. pelanhan usaha pertaruan, penkanan, perkebunan. 

industri kecil dan perdagangan 
2. pelatihan teknolog! tepat guna; 
3. pelatihan kerja dan keterampilan bag! masyarakat Desa 

sesual kondlsi Desa; dan 
4. kegiatan peningkatan kapasitas lainnya 

mendukung pembentukan dan pengembangan 



b. ~ lcese _.~ .. - ke.-ja semenrara. 
c, mencfprakan ~ .. 1a- yang berdampak pada pemngkatan 

pendaparan uwpa sepenuhuya menggantlkan pe.kerjaan yang lama; 

d. mekarusme dalam pe.nenruan upah dan pembagian upah dibangun 
secara partisipatif dalam musyawarah Desa; 

e. berdasarkan rencana kerja yang dlsusun sendiri oleh Desa sesuai 
dengan kebutuhan lokal; dan 

f. difokuskan pada pembangunan sarana prasarana perdesaan atau 
pendayagunaan sumberdaya alam secara lestari berbasis 
pemberdayaan masyarakat. 

2. Manfaat Padat Karya Tonai 
a. menyecliakan lapangan kerja bagi penganggur, setengah penganggur, 

keluarga miskin, dan keluarga dengan balita gizi buruk dan/atau 
stunting; 

b. cnenguackan rasa kebersamaan, keswadayaan, gotong-royong dan 

partisipasi masyarakat; 
c. mengelola potensi sumberdaya lokal secara optimal; 
d. meningkatkan produktivitas, pendapatan dan daya bell masyarakat 

Desa; dan 
e. mengurangi jumlah penganggur, setengah penganggur, keluarga 

m!skin dan keluarga dengan balita penderita kurang gizi dan/atau 

stunting. 
3. Dampak 

a. terjangkau nya ( aksesibiliias) masyarakar Desa terhadap pelayanan 
dasar dan kegiatan sosial-ekonomi; 

b. turunnya tingkat kerniskinan perdesaan: 
c. rurunnya tingkar pengangguran perdesaan; 
d. turunnya jumlah balita kurang gizi di perdesaan; dan 
e. curunnya arus migrasi dan u.rbanisasi. 

4. Sifat Kegiatan Pad at Karya Tunai 

a. swakelola: 
1) kegiatan Padat l{ruya Tunai di Desa dilaksanakan melalui 

mekanisme swakelola; 
2) sub kegiatan unruk penyediaan barang dan jasa yang tidak dapat 

dipenuhi Desa dapat dipenuhi melalui kontrak sederhana dengan 

penyedia barang dan/ataujasa.. 
b. mengutamakan tenaga kerja dan material lokal desa yang be.rasal 

dari Desa setempar, sehingga mampu menyerap renaga kerja lokal 
dan memogkatkan pendapatan masyarakat Desa. 



Beberapa faktoryang menjadi penyebab stunting dapat digambarkan sebagai 
berlkut: 
1. praktek pengasuhan anak yang kurang baik; 
2. rnasih terbatasnya lay= kesehatan untuk ibu selama masa 

kehamilan, layanan kesehatan untuk Balita/Baduta dan pembelajaran 
dini yang berkualitas; 

3. masih kurangnya akses rumah tangga/keluarga ke makanan bergizi; 
4. kurangnya akses ke air bersih dan sanitasi 

Pengunaan Dana Desa diprioritaskan untuk rnenangani anak kerdil 
(stunting) melalui kegiatan sebagai berikut: 
1. Pelayanan Peningkatan G1zi Keluarga di Posyandu berupa kegiatan: 

a. penyediaao makauan bergizi untuk ibu hamil, 
b penyedraan makanan bergizi unruk ibu menyusui dan anak usia 0-6 

bulan· dan 

Anak Kerdil (snmring) adalah kondisi gaga! rumbuh pada anak ballta (bayi di 
bawab Tuna tahun) ak!bat dari kekurangan gizi kronis sehingga anak terlalu 
pendek untuk usianya. Kekurangan gizl torjadi sejak bayi dalam kandungan 
dan pada masa awal setelah bayi labir. Akan tetapi, kondisi stunting baru 
nampak setelah bayi berusia 2 tahun. 

Balita/Badura (Bayi dlbawah usla Dua Tahun) yang mengalami stunting 
akan memiliki tingkat kecerdasan tidak rnaksimal. menjadikan anak 
roenjadi lebib rentan terhadap penyakit dan di masa depan dapat beresiko 
pada menurunnya tingkat produktivitas. Pada akhirnya secara luas stunting 
akan dapat menghambat pertumbuhan ekonorni, meningkatkan kemiskinan 
dan memperlebar ketimpangan. 

B. PENCEGAHAN ANAK KERDIL (STUNTIM:.} 

c. Upah tenaga ke-:]a<!.iheyarkan secara langsung secara hanan. dan 
jika ddak ~ .. ngkmk= maka dibayarkan secara mingguan. 

5. Contoh-comoh kegiatan pembangunan Desa yang menyerap tenaga 
keJJa/padat karya dalam jumlah besar: 
a. rehabilitasi mgasi, 

b. pernbersihan daerah ahran sungai; 
c. pembangunan jalan rabar beton; 
d. pembangunan embung Desa; 
e. penanaman hutan Desa; 
f. penghijauan lereng pegunungan; 
g. pembasmian bama tikus; 



D. PELAYANAN PENDIDIKAN BAG~ ANAK 

C. PANGAN AMAN DI DESA 

Salah satu kunci dalam peningkatan kualitas hidup manusia di Desa 
adalah konsumsi pangan sesuai dengan kebutuhan nutrisi anak sejak usia 
tumbuh kembang. Penggunaan Dana Desa dapat diprioritaskan untuk 
meningkatkan kemandirian masyarakat desa di bidang keamanan pangan 
agar kemudian dapat melakukan pengawasan keamanan pangan secara 

mandiri dalarn menjamin pemenuhan kebutuhan pangan yang aman 
sampai ke tingkat perorangan sekaligus rnernperkuat ekonoml Desa. 
Kegiatan pengawasan pangan aman yang dapat dibiayai Dana Desa antara 
lain: 
1. pengadaan alat penguji keamanan pangan yaitu reagen rapid res kid 

unruk mengujl sampel-sampel makanan; 
2. pelatihan kader Desa untuk rnarnpu rnendeteksi bahan berbahaya dalarn 

makanan yang dikonsumsi masyarakat Desa; 
3. pelatihan tentang pengelolaan usaha makanan berbasis keamanan pangan 

bagi pengusaha kecil dan/atau pengusaha rumahan yang rnengelola 

produk-produk pangan; 
4. mengembangkan usaha-usaha ekonoml pertanian untuk ketahanan pangan 

di Desa yang aman dan berbasis sumberdaya lokal di Desa. 

e, penyediaa.n ~ ~:zi untuk ibu menyusu! dan anak usia 7-23 
bulan. 

2. menyediakan dan memasnsan akses terhadap arr bersih; 
3. menyediakao clan rnernestikan akses terhadap sanitasi. 

4. menjaga koosumsi masyarakat terhadap pangan sehat dan bergizi, 
5. menyediakan akses kepada layanao keeehatan dan Keluarga Berencana 

(KBJ. 
6. memberikan pendldikan pengasuhan auak kepada pada orang tua; 
7. menyediakan Iasllltas dan memberikan pendidikan anak usia dini 

(PAUD); 

8. rnemberikan penclidikan gizi masyarakat; 
9. mernberikan pembelajaran tentaug kesehatan seksual dan reproduksi, 

serta gizi kepada remaja; 
10. meningkatkan ketahanan pangan dan gizi di Desa. 

Salah satu kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa 

yang berdampak langsung bagi keberlanjutan Desa di masa depan adalah 
pendidfkan untuk anak-anak Anak adalah seseorang yang belum berusia 
18 (delapan belas) tahun, rern::as..lc anak yang masih dalam kandungan. 



Penggunaan Dana Desa dapat diprioritaskan untuk mendukuag kegiatan 
pendidikan bagi anak-anak, antara lain : 
l. pernbangunan dan/atau pengadaan sarana prasarana serta pengelolaan 

dukungan pendidikan bagi anak usia dini, seperti: PAUD, tarnan 
bermain, tarnan bacaan, alat bermain tradisional anak usia dini; 

.2. pembangunan dan/atau pengadaan sarana prasarana serta pengelolaan 
dukungan pendicllkan bagi anak usia wajib belajar, seperti: 
perpustakaan Desa, fasilitas belajar tambahan bagi rernaja, buku 
bacaan, peralatan olah raga; dan 

3. pembangunan dan/atau pengadaan sarana prasarana serta pengelolaan 
dukuagan pendidikan luar sekolah bagi rernaja, seperti: pengembangan 
sarana produksi pertanian, pengembangan pernbibitan untuk tanarnan, 
perikanan, danj'arau perkebunan, perbengkelan otomotif sederhana, alat 
bermain tradisional, sanggar sen! dan budaya. 

4. menyediakan bea siswa bagi anak-anak Desayang berprestasi untuk 
memperoleh pendidlkan lanjuran tingkat atas atau pendidikan tinggi. 

E. PENGEMBANGAN KETAHANAN KELUARGA 

menjadi anak nakal ~:a. cfr;>engaruh1 penyakli sos:al seperti rrunurnan 
keras. narkoba arau ~lahiao Bahkan, kenakalan remaja di Dcsa dapat 

berujung pada tindak pidana seperti; mencun merampok. atau nndak 
kejahatan yang merugikan orang lain. Bagi anak-anak yang tidak terpapar 
penyakit sosial dan dndak pidana, tanpa pendidikan yang memadai akan 
melahirkan tenaga kerja tanpa keahllao dan ketrampilan sehingga 
menyulitkaa l:iagi masa depan anak-anak saat mereka harus memperoleh 
pekerjaan, 

Pelatihan Pengelolaan Keuangan Kelua.rga !Llterasl lnvestasi 
Sederhan.a) 

Salah satu problem yang mernbuac ketabanan keluarga menjadi rendah 
adalah kondisi ekonorni keluarga. Menurut data Badilag (2017), 
persoalan keuangan keluarga menjadi penyebab perceraian kedua 
terbesar di Indonesia. Dari 364-.163 kasus perceraian, 105.266 pasutri 
menyebutkan alasan ekonomi sebagai peyebab kon!llk yang berujung 
perceraian. 
Dalam konteks ekonomi keluarga, ada 2 aspek yang sarna-sama penting: 
menarnbah penghasilan (income generating) dan mengelola keuangan 
(financial managemenlj Sela.ma ini sebagian besar program diarahkan 
pada aspek menambah pengnasilan, sedangkan aspek mengelola 
keuangan keluarga dengan rmestas; sederhana kurang diperbatikan, 



a. Tujuan Umw.. 
Merofas•litaS? kelwup uru.uk merungkatkan kesejahteraan ekonomi 
keluarga rnelalui perencanaan keuangan keluarga yang baik. 

b. Tujuan Khusus 
1) Membangun paradigrna melek finansial dan mvesrasi 

2) Meningkatkan kemampuan menyusun rujuan keuangan keluarga 
dan dasar-dasar perencanaan keuangan, 

3) Meningkatkan kemampuan untuk rnenghitung beberapa dana 
keuangan (kalkulamr): 

-a) Dana Pendidikan Anak 

b) Dana [badah 

c) Dana Kebutuhan Khuaus 
4) Meningkatkan pengetahuan ten tang jenis-jenis instrumen investas! 

terutama Tabungan Emas 

5) Memiliki pengatahuan cfri-ciri investasi bodong. 
c. Materi Pelatihan 

l) Melek Finansial dalam perspektif agama Islam 
2) Dasar-dasar perencanaan keuaogan, menyusun tujuan keuangan 

keluarga (timeline), financial check-up 
3) Menghltung dana-dana penting (dana pendidikan anak, clana 

ibadah, dana pensi un) 
4) Instrumen (Jenis-jenis) investasi, mengukur risiko investasi 

5) Simulasi menyusun dan menghitung rencana keuangan keluarga 
6) Mengenal clri-ciri investasi bodong 

d. Bentuk Penggunaan Dana Desa 
1) Pelatihan Kader Desa untuk pendampingan pengelolaan keuangan 

keluarga 
2) Pelatihan Perempuan Kader Desa untuk pendampingan 

pengelolaan keuangan keluarga 
3) Pelatihan Pengelolaan Keuangan Keluarga dengan investasi 

sederbana (Umum) 

4) Pelatihan Menyusun Rencana Aksi Untuk Dana/Tabungan 
Pendidikan Anak 

5) Pendampingan keluarga-keluarga warga desa untuk pengelolaan 
keuangan keluarga oleb Perempuan Kader Desa 

2, Penyuluhan Cegah Kawln Anak dalarn Penpektif Ag1U11a 

Perkawinan anak d1 Indonesia mas,b menjadi sebuah persoalan besar 

Berdasarkan data Riskesdas 2010, dan keseluruhan perkawinan di 



3. Pelatihan J>eraiapan Perkawlnan Bagi Remaja Osla Kawln 
Angka perceraian di Indonesia terus meningkat. Tahun 2007, angka 
perceraian masih berkisar pada angka 8%, tetapi pada akhir tahun 2017 
angka ini melonjak sampai di angka 19,7% . .Berdasarlcan berbagai riser, 
tingginya angka perceraian Ini dipengaruhi oleh kesiapan perernpuan 
dan laki-laki untuk mengelola dinamika perkawinannya. Untuk 
mengatasi ha! ini, Desa harus memberikan bimbi.ngan perkawinan bagi 
calon pengantin. Program i.ni saat ini diadaptasi menjadi program 
persiapan perkawinan bagi remaja, sehingga rnereka dapat 
mempersiapkan dirinya dengan baik, dan juga dapat menunda usia 

menikah bagi remaja. 
a Tujuan Umum 

Meningkatkan pemahaman remaja tentang kematangan pribadi dan 
kesiapan membangun perkawinan dan keluarga, terutama dengan 
perspektif agama Islam. 

b. Tujuan Khusus 
lJ Memngkatkan pemahama.n remaja acas perkembangan 

kemata:ngan pribadtnya 
21 Meningkatkan pemahazaan remaja ams dasar-dasar Islam tentang 

sedangkan 42.3" perempnan menlkah m ussa 1--18 tahun. Selam 

pengetahuan urnum :.en:..ng kesehatan dan kehidupan berkeluarga, 

salah saru penycba.b ma.raknya kawm anak rm adalah pemahaman 
agama }'ang kurang cukup b'..gi orangrua, sehingga mereka rnelestarikan 
tradisi ini. Karena iru. Desa harus melakukan pendekatan aktif untuk 
mencegah kawin anak dalam perspektif agama. 
a. Tujuan 

Meniogkatkan pemabaman warga desa umumnya dan orangtua pada 

khususnya mengenai kawin anak dalam perspektif agama. 
b. Kelompok Sasaran 

l) Warga desa 
2) Pernuka Agama 
3) Orangtua 

c. Bentuk Penggunaan Dana Desa 
l) Pelatihan kader desa untuk pencegaban kawin anak dalam 

perspektif agama 
2J Penyuluban bagi orangtua unruk pencegahan kawi.n anak dalarn 

perspektif agama 
3) Pendampingan orangrua dalam pencegahao kawin aoak dalam 

perspektif agama 



3) Meninglc;;~t.-,,- ke::::a--=pan hidup remaja .e::--ait manajemen diri dan 
rnanajemen .:ub'..1-.gan, serta mengelola konfuk 

-!) Memfasilnas; ~.a unruk mcrencanakan perkawinan, termasuk 

kapan mereka akan menikab. 
c. Maten 

l J Psikologi Perkemoangan & Kematangan Personal 

2) Membangun Pondasi Keluarga Sakinah (perspektif agama !slam) 
3) Tantangan Kehidupan Keluarga Masa Kini 

4) Membangun Hubungan Relasi Sehat dan Manajemen Konflik 

5) Merencanakan Perkawinan 
d. Bentuk Penggunaan Dana Desa 

1) Pelatihan Seharl Persiapan Perkawinan bagi Remaja 
2) Pelatihan Penciidik Seba} a (Peer Educator) 

3) Pelatihan Kader Desa Pendamping Remaja [pendampingan sebaya) 
4) Pendampingan Remaja oleh Penciidik Sebaya 

4. Penctldikan Kdu.arga Saklnab 

Bagi warga desa yang telah berkeluarga, meningkatkan kualitas 
kehidupan keluarga menjadi penting, untuk mengurangi berbagai 
problems keluarga, misalnya kekerasan dalam rurnah tangga, 
percekcokan tanpa henti, pengabaian anak, dan ujungnya perceraian. 
Desa memfas:illtasl keluarga Muslim di lingkungan masyarak:at Desa 
untuk mampu mengelola kehidupan keluarganya. 
a. Tujuan Umum 

Meningkatkan pernahaman dan kecakapan hidup warga untuk 

mengelola kehidupan sehingga terwujud keluarga sakinah arau 
kesejahteraan keluarga dalarn perspektif agama. 

b. Tujuan Khusus 
1) Meningkatkan pemahaman pasutri tentang pondasi keluarga 

sakinab 
2) Meningkatkan pemabaman pasutri tentang perspektiI keadilan 

dalam keluarga dalam kacamata Tslam 
3) Meningkatkan kecakapan hidup pasutri tentang psikologi keluarga 

dalam pe:rspektif agama Islam 
4) Meningkatkan kecakapan hidup pasutri untukmengelola konnik 

dalam perspektif 4 pilar perkawinan sakinah 

SJ Meningkatkan pemahaman dan keca.kapan hidup pasutri dalam 
mengasuh anak secars lsla.nu 

6] Meningkadrao pemahernan dan kecakapan hidup pasuu:i dala.m 
memenuhi kebutuhan ..ceJ. •• arga 



Desa lnklusi dicirikan oleh adanya Iingkungan Desa yang bersifat inklusif 
dikarenakan setiap warga Desa merasa aman dan nyaman mendapatkan 

Desa lnklusi merupakan sebuah pendekatan pembangunan yang 
menjadikan pembangunan Desa bersifat terbuka dikarenakan mengajak 
masuk dan mengikutsertakan semua orang dengan berbagai perbedaan 
latar belakang, karakterlstik, kernampuan, statue, kondisi, etnik, budaya 
dan lainnya termasuk warga Desa penyandang dlsabilitas. 

G. PENGEMBANGAN DESA INKLUS1 

Selain itu, untuk mendukung pelatihan ketrarnpilan bagi calon buruh 
migran, Dana Desa dapat digunakan untuk membiayai perpustakaan Desa 
yang dilengkapi dengan komputer laptop, komputer desktop dan jaringan 
internet. Perpustakaan Desa ini diburuhkan dalam rangka menunjang 
proses belajar mengajar dalam kegiatan _pelatihan kerja bagi warga Desa 
yang akan rnenjadi buruh migran. Keberadaan komputer di perpustkaan 
Desa ini terbuka untuk dimanfaatkan anak-anak sekolah dala rnengerjakan 

tugas-rugas sekolah. 

Kegiatan pelatihan tidakhanya untuk para calon buruh migran, tetap! juga 
bagi warga Desa lainnya berupa pelatihan kerampilan kerja yang rneliputi: 
menjahit, bengkel motor/mobll, mengelas, pertukangan, membatik, serta 
ukiran dan meubeler. 

Kemiskinan di Desa menjadikan warganya menjad.i buruh migran atau 
tenaga kerja Indonesia cil luar negeri. Dana Desa dapat dlprioritaskan unruk 
digunakan membiayai pelatihan bagi warga Desa yang akan bekerja di luar 
negeri. Materi pelatihan berupa kerrampilan kerja dan penguasaan bahasa 
asing. 

F. PEMBELAJARAN DAN PELATIHAN KERJA 

1) Belajar Rabasw N:.,.;ab L'ntuk Relasi Se~ 
2) Membangun Pondas' Keluarga Salonab 
3) Mengelola Konfiik Dengan 4 Pilar Perkawinan Sakinah 
4) Pengasuhan Anak Dalam Keluarga Sakinab 
5) Memenuhi Kebutuhan Keluarga 

d. Bentuk Penggunaan Dana Desa 
1) Pelatihan Keluarga Sakinah untuk masing-masing materi pelatihan 

secara berseri 
2) Pelatlhan keluarga teladan pendamping Keluarga Sakinah 
3) Pendampingan Keluarga Sakinah yang dilakukan keluarga teladan. 



Dana Desa sebagai salab satu sumber pendapatan Desa harus mampu 
diputar oleh Desa secara berkelanjutan agar penggunaan Dana Desa dapat 
menghasllkan pendapatan asli Desa. Cara memutar Dana Desa secara 
berkelanjutan antara lain Dana Desa diswakelola oleh Desa dengan 
mendayagunakan sumberdaya yang ada di Desa. Untuk itu, penggunaan 
Dana Desa dapai diprtoritaskan untuk membiayai pembentukan dan/atau 
pengembangan produk unggulan Desa (Prudes] dan/atau produk unggulan 
kawasan perdesaan (Prukades) Berikut contoh produk-produk unggulan 
yang dapat dibiayai Dana Desa: 

Penggunaan Dana Desa dalam rangka pengembangan Desa lnklusi 
dilakukan dengan cara rnemprioritaskan kegiatan pembangunan yang 
dibiayaJ Dana Desa ur.tuk dapat digunakan oleh setlap warga Desa. 
Beberapa warga Desa seperti orangtua yang lanjut usia, anak-anak kecil di 
bawah usla sekolah, rnereka yang baru terkena penyakit struk, mereka yang 
rnemiliki kesulitan melihat, rnereka yang berjalan dengan menggunakan 
tongkat atau kursi roda atau ibu yang sedang hamil merasa kesulitan, tidak 
aman dan tidak nyaman menggunakan jalan tersebut. Wujud Desa lnklusi 
adalah pembangunan sarana prasarana di Desa dapat digunakan oleh 
warga Desa dengan kebutuhan khusus, 
Sebagai contoh: Plengsengan/biclang miring yang dibuatsebagai upaya 

aksesibilitas bagi difabel, orangtua, orang sakit agar mudah mengakses 
Iayanan publik di kantor Desa. 

H. PENGEMBANGAN PRODUK UNGGULAN DESA/KAWASAN PERDESAAN 

semua, ndak hanya sebi.gru -,•ang bertemunya 1,1;arga. Desa yang rnernihki 
keunikan dan perbedaan pac.a umumnya. Desa rnklusi juga menjadi ruang 
kehidupan bagi pribadr-pribadi mdividu yang menuliki cin-cm khusus 
dengan perbedaan ) ang sanga; menonjol. Mereka rnermliki perbedaan dalam 
kernampuan berpikir eara melihat, mendengar, bicara, berjalan, dan ada 
yang berbeda kemampuan dalam cara membaca, menulis dan berhitung, 
serta ada juga yang berbcda dalam mengekspresikan emosi, melakukan 
interaksi sosial dan memusatkan perhatiannya. lndividu berciri-ciri khusus 
dengan perbedaan yang sangat menonjol tersebut ialah orang-orang yang 
memiliki disabilitas, memillki gangguan tertentu, dan mempunyai 
kebutuhan khusus. Mereka ada di sekitar kita, dan dalam masyarakat 
inklusi, kita dengan peran masing-rne sing mengikutsertakan mereka dalam 
setiap kegiatan. Jadi, Desa Inklusi adalah kondisi masyarakat Desa yang 
terbuka dan universal serta ramah bagi semua, yang setiap anggotanya 
saling mengakui keberadaan, menghargai dan mengikutsertakan perbedaan, 

1. TerR!<i Gorene dRn Ahem llom 



Desa-desa yang berada di dataran tinggi kondisi suhu udaranya rendah. 
Suhu udara maksunum adeJeh 25 02 derajar celcius dan suhu minimum 

adalah 12 15 derajat celcius i-ondisi dataran tinggi sangar potensial 

3. Usaha Pengolahan Kopi 

Desa yang berada di w!layah pertanian dapat mengembangkan produk 
unggulan Desa berupa tanaman hias dan tanaman obat keluarga serta 
sayuran dan buah organik, Warga Desa yang mata pencahariannya 

sebagai petani, berhasil memanfaatkan pekarangan rurnah dan lahan 

pertaniannya untuk tanaman hlas dan tanaman obat keluarga serta 

sayuran dan buah organik. Manfaat yang diperoleh warga masyarakar 

Desa adalah tambahan pengbasilan keluarga serta Iingkungan rumah 
yang bersih, sehat, asri dan nyaman. Desa bekerjasama dengan berbagai 
pihak seperti paguyuban pedagang sayur, BUMDesa, dan supermarket 
unruk memasarkan hasil usaha tanaman hias dan tanaman obat 
keluarga serta sayuran dan buah organik, 

2. Tanaman Hias, Tanaman Obat Keluargadan Sayuran Organik 

Desa-Desa menggunakan Dana Desa untuk memblayai peladhan 
pengolahan terasi go-eng dan abon ikan. Penyelenggaraan pelatihan 
dikelola oleh BKAD bekerjasama dengan Dinas Perikanan 
Kabupaten/Kota. Desa juga dapat menggunakan Dana Desa untuk 

membeli mesin-mesin untuk pengolahan teraai goreng dan abon ikan 
yang dihibahkan kepada kelompok-kelompok masyarakat yang akan 
mengelola usaha terasi goreng dan abon ikan. 

Agar clijamin adanya pemasaran terasi goreng dan abon !kan yang 
berkelanjuran, BK.AD membentuk BUMDesa Bersama yang usaha 
utamanya adalah memasarkan hasil-hasil lndusbi rumahan terasi 
goreng dan abon ikan. BUMDesa Bersama ini menjalin kerjasama 
dengan berbagai pedagang ill dalam negeri maupun pengusaha ekspor 
unruk memasarkan produk ungguJan terasi goreng dan abon ikan. 

Masyarakat Desa di kawasan pesisir seoagian besar bermata 
pencaharian "ela,>an tangkap Uncuk mcna:mbah pcngbasiJan keluarga 
nelayan. desa-desa vang berada di kawasan pesisir dapat menjalin 
kerjasama antar Desa dengan membentuk Badan Kerjasama Ancar Desa 
(BKAD) BKAD dapat menyelenggara.kan Musyawarah Ancar Desa [MAD) 
uncuk membahas penmgkaran ekonomi keluarga nelayan yaitu dengan 
cara mengembangkan industri rumahan berupa terasi goreng dan abon 
ikan, 



Salab satu mandat Undang-Undang Desa dalah bahwa Dess harus 
berdikari di bidang ekonomi dengan mendayagunakan surnberdaya yang 
ada di Desa. Keberdikarian Desa di bidang ekonomi akan mempercepat 
penanggulangan kerruskinan dan perungkatan kesejaht.eraan masyarakat 

Dess. Salah satu langkah strategis untuk menjadikan Desa berdikari di 
bidang ekonomi adalah membentuk, mengelola dan mengembangkan Sadan 

Usaha Miliki Desa (BUMDesal dan atau BUMDesa Bersama. Perbedaan 
antara BUMDesa dengan BU\~ Bersama adalah BUMDesa dibentuk 

I. PEMBENTUKAN DAN PENGEMBANGAN BUMDESA/BUMDESA BERSAMA 

sangat cocok dengan ilili:n rlan cuaea di dataran nnggi, Kopi dapat 
dijadikan produk unggu!aI:. kawasan dararan cinggi 

Penggunaan Dana Desa dipnoritaskan unruk membrayai pengembangan 
produ.k unggulan kopi. Desa-desa yang berada di kawasan dataran tinggi 
dapat mengembangkan kerjasama antar Desa melalui pembentukan 
Sadan Kerjasama Antar Desa [BKAD) yang secara khusus mengelola 
kerjasama antar Desa unruk pengembangan perkebunan kopi di 
masyarakat Dess. 

BKAD meminta dukungan dari Dinas Perkebunan Kabupaten untuk 
melatlh masyarakat Desa tentang pengetahuan dan ketrampilan 
budidaya kopi. Pelatihan budidaya kopi ini dapat dibiayai Dana Desa. 
Sebab, pengetahuan dan ketrarnpilan masyarakat Desa yang mencukupi 
teruang budidaya kopi akan rnenjaclikan risiko !:eg&galan dalam budidaya 
kopi menjadi sangai kecil. 

Desa dapat menggunakan Dana Desa untuk mengadakan bibit kopi yang 
berkualitas unggul untuk dibagikan kepada masyarakar Desa yang akan 
mengembangkan usaha budidaya kopi. 
Hasil budidaya kopi dapat dipasarkan dalam benruk biji. Namun 
demikian, untuk meningkatkan nilai jual, basil budidaya kepi dapat 
diolah terlebih dahulu sebelum dlpasarkan sehingga dapat dijual dalam 
bentuk kemasan siap saji yang bemilai tinggi. 

Pengolalian biji kopi untuk dipasarkan dalam bentuk kemasan siap saji 
dikelola oleb BUMDesa Bersama yang dibentuk oleh BKAD. ModaJ awal 
BUMDesa Bersama berasal dari Dana Desa yang disertakan oleh desa­ 
desa yang menjalin kerjasama antar Desa. Bermodal kopi arabika yang 
kualitas tinggi clan pengolahan paska panen oleb BUMDesa Bersama, 
budidaya kopi di dataran tinggi akan menjadi produk unggulan kawasan 
perdesaan. 



3. Desa-desa yang berada di kawasan industri rumahan konveksi (pakaian 
jadi], dapatdapat saling bersepakat untuk bekerjasama mengembangkan 
usaha konveksi. Desa-desa yang mengikat kerjasama membentuk Badan 
Kerjasama Antar Desa (BKAD) sebagai badan pengelola kerjasama antar 

Desa untuk urusan pengelolaan usaha konveksi. BKAD Im. membentuk 
BUMDesa Bersama yang modalnya discnakan oleh setfap Desa yang ikut 
dalam kerjasaroa Kegiaian usaha ,-ang dikelola BUMDesa Bersama 
adalah menyediakan bahan bal.~ usaha konveksr, menyediakan kredir 

2. Sebuab Desa yang berada di pinggiran kota besar dapat 
mendayagunakan Dana Desa untuk modal usaha BUMDesa yang 
bergerak di bidang usaha pengelolaan sampah dan limbah rumah 
tangga, Modal awal BUMDcsa yang berasal dari Dana Desa dlgunakan 
untuk usaha pernisahan dan pengolahan sampah serta pendayagunaan 
limbah minyak jelanta.J-i menjadi biodiesel. Usaha pembuatan biodiesel 

dari minyak jelantah sangat potensial untuk dikembangkan karena 
adanya kebijakan kemandirian energi melalui pengembangan energi 
terbarukan. Penghasilan dari pengelolaan sam.pab dan pengolahan 
Iirnbah minyak jelantah ini ak.an menjadi sumber penda_pat asli Desa 
[PADesa). PADesa ini didayagunakan untuk meningkatkan kesejahteraan 
masyarakat Desa sepertl pemberian kartu sehat oleh Desa, peningkatan 
gizi balita di posyandu, atau penyelenggaraan pelatihan ketrarnpilan 
kerja bagi kaummuda di Dess. 

Penggunaan Dana Desa depat chpnoritaskan uruuk membiayai Desa dalam 
menyertak:an modal d BuMDesa dan/arau BUMDesa Bersama sesuai 
kerentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang 
penyertaari anggaran Desa uncuk modal BUMDesa dan/atau BUMDesa 
Bersama. Contoh penggunaan Dana Desa untuk modal BUMDesa adalah 
sebagai berikut: 

Sadan Keqasaroa Ar.::a: :J=a [BKAD) dan di1naya.. o!eb Desa-Desa yang 
terikar kerjasama anrar uesa. 

1. Sebuah Desa dapat menggunakan Dana Desa untuk modal BUMDesa, 
khususnya digunakan unruk modal membentuk Usaba Simpan Pinjarn 
(USP). USP ini menyalurkan pinjarnan kepada .masyarakat dengan bunga 
rendah dengan jaminan BPKB sepeda motor. Ketika USP sudah 
berkembang maju, dalam musyawarab Desa dapat dibahas dan 
disepakati penggunaan Dana Desa untuk pengembangan usaha 
BUMDesa yaitu usaha BUMDes Mart. BUMDesa Mart adaJah minimarket 
modern di Desa yang dikelola dengan aistem komputerisasL 



Pembangunan sarana prasarana Desa. merupakan salah satu aspek yang 
terpenring dalam mempercepat laju pertumbuhan ekonorni masyarakat 
Desa.. Salah saru cirl yang m.enonJol dan perekonomian masyarakar desa 

Kemajuan perdaganga:n Desa rurut menentukan tingkat kesejabteraan 
masyarakat desa. Transaksi perdagangan berbagai hasil produksi usaha 
ekonomi di Desa mencerminkan potensi perputaran uang di Desa. Nila! 
tambah darl hasil perdagangan berbagai sektor usaha ekonomi di Desa 
yang diterima masyarakat Desa memberikan manfaat dalam rangka 
meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa. 
Penggunaan Dana Desa dapat diprioritaskan untuk membiayai 
pernbangunan dan pengelolaan pasar Desa. Pasar Desa adalab pasar 
tradisional yang berkedudukan di Desa dan dikelola serta dikembangkan 
oleh Desa melaJui Sadan Usaba Milik Desa. Yang dirnaksud dengan istilah 
pasar tradisional adalah tempat usaha berupa toko, kios, los, dan tenda 
yang dimiliki/dikelola oleh pedagang kecil, pedagang meuengah, swadaya 
rnasyarakat atau koperasi dengan usaha skala kecil, modal kecil dan 
dengan proses jual beri barang dagangan melalui tawar-menawar. Fungsi 

pasar Desa bagl masyarakat Desa meliputi: 
l. sebagai penggerak roda ekonomi Desa yang mencakup bidang 

perdagangan, industri ataupun jasa; 
2. sebagai ruang publik dikarenakan pasar Desa sebagal pasar tradisional 

bu.kan sekedar tempat jual bell tetapi juga ruang bertemunya warga 
Desa dalam menjalin hubungan sosial ; dan 

3. sebagal salab satu sumber Pendapatan Asli Desa; 
l{euntungan dari pemanfaatan Dana Desa unruk pembangunan dan 
pengelolaan Pasar Desa adalab bahwa selaln mempertemukan antara 

pedagang dan pembeli, Pasar Desa juga berfungsl rnernotong Jajunya barang 
pabrikan dari luar Desa dan juga para tengkulak yang selama ini menguasal 
rantal pasok. Pasar Desa memberikan dorongan kepada masyarakat Desa 
unruk menjadi lebih kreatif menciptakan berbagai produk yang memiliki 
nilai ekonomis sesuai dengan kebutuhan lokaL Akhimya, Pasar Desa akan 

menurnbubkan Desa mandiri dikarenakan warga Desa akan membeli 
produk-produk dari Desanya sendtri, 

K. PEMBANGUNAN EMBUNG DESA TERPADU 

industri rumahan ke tir:gkat nasional maupun ekspor' ke luar negeri, 
BUMDesa Bersama rm dalam meningkatkan .kualitas p:rodu.k industri 
rumaban konvensi menyelenggarakan -pela.tihan tata busana. 

J. PEMBANGtJNAN DAN PENGELOLAAN PASAR DESA 

... ..a._t-\.. ""--!----·- --'··-- ----·-- """"'•-'-- ~--- - ~~. , __ ..._ ..,!_. ~ -- - - - 



Serelah embung selesai dibangun, operasional pengelolaannya dilakukan 
oleh Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa). Embung Desa dapat 
dimanfaatkau untuk lokasi Desa Wisata maupun usaha perikanan air 

tawar. Pendayagunaan Embung Desa sebagai lokasi wisata akan menjadl 
sumber pendapatan asli Desa. Sedangkan pemanfaatan ernbung Desa 
untuk perikanan air tawar akan mendukung ketahanan pangan di Desa 
serta sumber gizi untuk peningkatan pemenuhan gizi bagi anak-anak. 

Pembangunan Embung Desa merupakan upaya meningkatkan usaha 
pertanian melalui pemanfaatan semaksimal mungkin areal pertanian yang 
telab ada, yaitu areal persawahan yang tidak teraliri irigasi teknis/tadah 
hujan yang pada saat musim kemarau membutuhkan tambahan air agar 
dapat tetap produkriL Selain itu fungsi embuog dapat dikembangkan 

sebagai ternpat wisata dan budi daya perikanan. 

Pembangunao embung merupakan salab satu program prioritas untuk 
dibiayai dengan Dana Dess. Pernbuatan Garnbar Desain dan Rencana 
Anggaran Biaya (RAB) Pembangunan Embung Desa dapat dilakukan oleh 
Pendamplng Desa Tenik [nfratruktur, adapun pelaksanaan 
pembangunannya menggunakan pola Padat Karya Tonal oleh Desa dengan 
rnernbentuk Tim Pengelola Kegiatan. 

prasarana pendukung ekonomi di sektor pertanian seperu embung desa 
menjadi sangat pen ting. 

Embung Desa adalah bangunan sederhana sebagai konservasi air 

berbentuk kolam/ cekur.gan unruk menampung air limpasan, mata air 
dan/atau sumber air lainnya untuk mendukung usaha pertanian dengan 
meningkatkan lndeks Pertanaman (rP). Embung Desa ini dapat dibuat dari 
pasangan batu, bahan beton, tanah yang diperkeras, lembaran terpal PE 
atau geomembran. 

Embung Desayang dibaogun dengao biaya Dann Desa memiliki persyaratan 
teknis sebagai berikut: 
l. Standar Teknis Pembangunan Embung Desa: 

a. terdapar sumber air yang dapat ditampung (air hujan, aliran 
perrnukaan dan mata air atau parit atau sungai kecil) tidak diizinkan 
meogambll air clan saluran irigasi tekms; 

b. jika sumber arr berasal dim auran permukaan, maka pada lokasi 
tersebut harus tertlapar daeran =&kapan air. dan 

c. volume embung desa yang dilaksanakan t!1 desa < 16.000 m>, atau 
dapat memberikan manfaa; SCUL""E ..!5 - 200 Ha .anao pertaman 

2. Kntena Lokasi Pembanguaan ~ ':'c:sa.. 



Kegiatan pembangunan Desa Wisata yang dapat dibiayai Dana Desa antara 
lain berupa homestay dan toilet yang berstandar nasional/intemasional. 
Konsep dasar homestay adalah Atraksi Wiaata (mengangkat Arsitektur 
Tradisional Nusantara dan interaksi dengan masyarakat lokal) dan 
Amenitas (ternpat tinggal aman, nyaman dan berstandar internasional] 
Dana Desa dapat digunakan unwk pengembangan skema .konversi dan 
renovasi rumah-rumah adat Dengan begnu, dapat langsung memanfaatkan 
aset yang ada dan unit ka:mar vang dikrmbangkan lebih banyak, Homestay 

membangun dan menyediakan kebutuhan sarana prasarana desa sehingga 

dapat berkontribusi terhadap peningkatan potensi desa. sekaligus sebagai 
aset desa dalam rangka mempercepat pengembangan destinasi wisata di 

Desa. 

dapat dimanfaatkan untuk membiayal Desa Wisat.a 
Iklim parh~sata yang kondusif dapat tercipta dengan 

Dana Desa 
diwilayabnya. 

Hampir bisa dipastikan setiap Desa di lndonesia memiliki porensi alamiah 
dan potensi budaya yang tumbuh dan berkembang di masyarakat, yakni 
kehidupan sosiaJ budaya masyarakat, kesenian, adat istiadat, mata 
pencaharian dan lainnya yang bisa dikernbangkan untuk menarik minat 

wisatawan lokaJ rnaupun mancanegara datang dan berlibur di Desa. 

a. lokasi emlr-ng des.. di-:.u:iakan pada daerab cekungan tempat 
mengahrnya aliran ~:rnmk:aan saat teijadt hujan: 

b. lokasi pembangunan embung desa diuµayakan ddak dibangun pada 
tanah berpasir, porous (mudah meresapkan air}. Bila terpaksa 
dibangun di tempar yang porous, maka embung desa harus dilapisi 
material rerpalj'geomemhran: 

c. em bung dibuat dekat lahan usaha tani yang diutamak:an pada areal 
yang rawan terhadap kekeringan, mudah untuk. dialirkan ke petak­ 

petak laban usaha tani, diprioritaskan pada desa yang 
berada/ bersinggungan dengan kawasan lahan non irigasi 
ceknis/tadah hujan. berpotensi untuk pengembangan tanarnan 
pangan dan palawija; 

d. letak embungyang ak:an dibangun tidak terlalu jauh dari sumber 
air (sungai, mata air) dan lahan pertanian yang akan diairi; 

e. ukuran E,mbung Desa disesuaikan dengan kemampuan desa dalarn 
menyecilakan area lokasi untuk pembangunan embung dan luas 

\ayanan lahan pertanian tanaman pangan/palawija yang menjadi 

target layanan. 
L. PENGEMBANGM DESA WlSATA 



1. Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro 
Masalah yang ctihadapi desa-desa di pedalaman yang terpencil dan 
terisolir adalah tidak adanya pelayananjaringan list.rik dari PLN. Namun 
demikian, bagi desa-desa yang kondisi alamnya berbukit-bukit yang 
dilewati sungai yang aliran terus mengalir walaupun kemarau dapat 

rnenggunakan Dana Desa untuk membangun pernbangkit listrik tenaga 
mikrohidro (PLTMH). PLTMH adalah pernbangkitan listrik dihasilkan oleh 
generator Iistrik dengan daya kecil yang digerakkan oleh tenaga air. 

Tenaga air berasal dari aliran sungai yang dibendung dan dialirkan 
untuk menggerakkan rurbin yang dihubungkan dengan generator Iistrik. 
Penggunaan Dana Desa unruk pembangunan PLTMH antara lain unruk 
membiayai penga.daan generator listrik, membangun rurbin, 
membendung sungai membangun jarmgan distribusi hstnk ke rumah­ 
rumah. Penzelola PLT.MH ad= ah BUM::>esa Warsa Desa mPmhfoli li-mlc 

Salah satu unsur yang menencukan penggunaan Dana Desa dapat dikelola 
secara berkelanjutan adalab Dana Desa djdayagunakan untuk pernanfaatan 
surnber daya alam di Desa. Conteh sumberdaya alam yang dapac dibiayai 
antara lain: tanaman., ternak, surnberdaya air, hutan, sungai, laut, pesisir, 
pasir. batu, embung, tanah dan sumberdaya mineral dan energi, dan 
porensi wisata seperti taut, goa, dan pemandangan alam. Pendayagunaan 
sumberdaya alam di Desa dapat menggunakan teknologi tepat guns (TIGJ. 
Yang dimaksud dengan zeknologi t.epat guna adalah teknologi yang sesual 
dengan kebutuhan masyarakat, dapat menjawab permasalaban 
rnasyarakat, tidak merusak lingkungan, dapat dimanfaatkan dan dipelihara 
oleh masyarakat secara mudah, serta menghasilkan nilai ta.mbah dari aspek 
ekonomi dan aspek lingkungan. Contoh-contoh penggunaan Dana Desa 
untuk pendayagunaan sumberdaya alam dan teknologi tepat guna adalah 
sebagai berikut: 

M. PENDAYAGUNAAN SUMBERDAYA ALAM DAN TEKNOLOGI TEPAT GUNA 

Tujuan penggunaan Daoa Desa untuk mernbiayai pembangunan Desa 
Wisata adalah. 
1. meningkatkao perekonomian Desa, 
2. menciptaka.n lapangan pekerjaan di Desa: 
3. mengangkat budaya, keunikan, keaslian dan sifat khas desa setempat; 
4. mendorong perkembangan kewirausahaan lokal; dan 
5. mendorong peningkatan Pendapatan Asli Desa (PAD) melalui BUMDES. 

dan Toilet vang tllhang-= dengan biaya Dana Desa selanjumya dikelola 
melalui BUMDES 



N. PENGENDALIAN PERUBAHAN IlO.IM MELALUl MITlGASl DAN ADAPTASI 
Upaya mengatasi dampak perubaban 1klim dan menjaga temperatur bumi 
agar tidak meningxar dilakukan dengan cara melaksanakan kegiatan 
pengendalian perubahan iklim ,.,.. la:. dar- Desa, Pengendalian perubanan 

Pemerintah sedang menggalakan program perhutanan sosial. Perhucanan 
sosial adalah program legal yang membuat rnasyarakat Desa dapat turut 
mengelola huian dan mendapatkan manfaat ekonomL Ada lima skema 
dalam program perhutaoan sosial yaitu: 
a. Hutan Desayakni hutan negara yang ha.I pengelolaannya diberikan 

kepada lembaga Desa untuk kesejahteraan Desa. 
b. Hu tan Kemasyarakatan yaitu hutan oegara yang pemanfaatan 

uramaoya dirujukan unruk memberdayakan masyarakat setempat. 
c. Hutan Tana.man Rakyat yaitu hutan tanaman pada buta.n produksi 

yang dibanguo oleb kelompok masyarakat untuk meningkatkan 
potensl dan kualitas huta.n produksi dengao menerapkan silvikultur 
dalam rangka menjamin kelestarlan sumber daya hutan. 

d. Hu tan Adat yakni hutan yang terletak di dalam wilatah rnasyarakat 
bu tan adat. 

e. Sistem Kemitraan Hutan yakni kerjasama masyarakat setempat 
dengan pengelolaan hutan, pemegaog izm usaha pernanfaatan (IUP) 

hutan, jasa hutan, lzin pinjam pakai kawasan hutan atau pemegang 
izin usaha industry primer basil butan. 

pembangunan clan pengdolaan P-i..TJl,lH adalah oada saru stsr masyarakat 
Desa memperoleh layanar; lisrrik dengan mr.nanfaatkan sumberdaya 

alam dan teknologi repa· guna, pada sis; lamnya Desa memperoleh 
peodapatan asli Desa ~ usaha pengelolaan lisoik Desa. 

2. Kehutanan Sosial 

Dalarn Perhutanan Sosial membuka kesempatan bagi Desa dan/acau 
warga masyarakar Desa di sekitar hutan unruk meogajukan hak 
pengelolaan area hucan kepada pemerintah. Setelah diserujui maka Desa 
dan/atau masyarakat Desa dapat mengolah dan mengambil manfaat dari 
hutan dengan cara-cara yang ramah lingkuogan. Deogan cara ini mal<a 
masyarakat akan rnendapatkan insentif berupa dukungan teknis dari 
pernerintah dalam mengelola perkebunan tanarnan dalam area yang 
mereka ajukan. Hasil panen dari perkebunan. ini dapat kemudia.n dijual 
oleh masyarakat demi pemenuhan kebutuban ekonominya sehari-hari. 
Dana Desa dapat diprioritaskan untuk membiayai kegiatan perhutanan 
sosial. Misalnya, Dana Desa digunakan untuk membiayai usaha 
ekowisata yang diarahkan unruk menggerakan roda perekooomian warga 
Desa. 



iklim terseb .. ~ tid..l: te..~s dari kcgiatan pcmbangunan dan 
pemberdayaan masyara..ltar Desa yang dibiayaJ. Dan.a Desa. 

Perubahan iklim bcrdampak pads. kehidupan manusia, termasuk 
masyarakat Desa. Kenaikan suhu dapat mengubah sistem iklim yang 
mempengarubi berbagai aspek pada alam dan kehidupan manusia, sepern 
hutan, pola pertanian, knabras clan kuantitas air, habitat, wilayah pesisir 
dan ekosistem lainnya serta kesehatan. Sebagai contoh, hutan merupakan 
sumber makanan, kayu, dan produk hasil hutan non-kayu. Hutan juga 
membantu menghambat erosi tanah, rnenyimpan pasokan air, rumab bagi 
banyak hewan dan tanaman liar serta mikroorganisme. Perubahan iklim 
dapat menyebabkan kondisi hutan memburuk dengan baoyaknya pohon 
yang rnatl karena kekeringan atau kebakaran hutan yang pada akhirnya 
menyebabkao kondisi hutan menurun dalam menghasilkan makanan dan 
produk hutan lainnya, rnenurun dalam menghambat erosi, menurun dalarn 
menyimpan air, dan lain-lain. Selanjutnya masyarakat yang bergantung 
pada hasil hutan juga menurun pendapatannya. 

Contoh lain, kenaikan suhu, meningkat atau menurunnya curah hujan, 

meningkatnya frekuensi dan intensitas badai tropis hingga cuaca ekstrim 
memberi tekanan pada masyarakat yang mengandalkan pengelolaan 

sumber daya bidang pertanian, perkebunan dan perikanan (tangkap 
maupun budidaya). Beberapa wujud dampak yang umum clirasakan adaJab 
mewabahnya penyakit tanaman, menurunnya kapasitas produksi, gagal 
tanam/panen, perubahan pola tanam atau berkurangnya hari melaut. 
Pasokan pangan Jokal mengalami ancaman serius dengan terjadinya 
perubaban iklim. Tidak hanya itu, dampak ikutannya adaJab penurunan 
pendapatan. Desa rnerupakan ternpat lumbung produksi pangan. Jika 

pasokan pangan berkurang, akan berdampak pada ketahanan pangan lokal 
bahkan nasional. 

Selain iru, tekanan perubahan iklimjuga berpotensi menirnbulkan bencana. 
Berbagai ancaman yang umum menjadi gangguan pernbangunan desa 
sepertl banjir, longsor, kekeringan, angin kencang dan ge.lombang tinggi. 
Upaya pe.ngendalian perubahan iklim perlu diarahkan pada peningkatan 
kapasitas adaptasi masysrakat menghadapi bencana sejak sebelum terjadi, 
serta meningkatkan peran serta masyarakat dalam penerapan pola hidup 
rendah ernisi gas rumah.kaca (GRK). 

GRK merupakan salah satu su.mber utama penyebab pemanasan global 
yang dapat berakibat pada perubahan ikli.m, Durua saat im sedang 
melakukan berbagai upaya yang dapat dilakukan mengurangi ernisi gas 
rumab kaca dan dampak yang :bakihatkan terhadap lingkungan hidup 



1. Kegiatan mingasi perubahan iklim melalui program REDD .. 

Sala.h saru mmgasi perubahan ikltm adalah melalui program REDD+ / 

MiUgasi perubahan iklim di Desa adalah upaya unwk menurunkan t.lngkat 
ernisi ORK di lingkungan Desa. Kegiatan mitigasi perubahan iklim 

rnerupakan serangkaian kegiatan yang dilakukan dalam upaya 
men urunkan tingkal emisi gas rumab kaca sebagai bentuk upaya 
penanggulangan dampak perubahan iklim. Pada prlnsipnya penggunaan 
Dana Desa untuk mitigasi perubaban iklirn skala Desa perlu 
mempertirnbangkan kondisi dan karakteristik Desa. Sebagai contob untuk 
Desa yang rawan kebakarao hutan, dana Desa dapat digunakan untuk 
meningkatkan kapasitas pemerintah Desa, BPD dan masyarakat Desa agar 
mampu secara mandiri melakukan pencegaban dan pengendalian 
kebakaran hutan dan laban serta mampu melakukan penerapan pertanian 
tanpa laban bakar. 
Kegiatan adaptasi perubahan iklim di Desa adalah upaya untuk 
rneningkatkan kemampuan masyarakat Desa unruk menyesuaikan diri 

terhadap pentbahan iklim dan dampak yang ditimbulkannya dengan 
mernpertlmbangkan skala prioritas berdasarkan sumberdaya yang dimiliki 
dan karekteristik Desa. 
Kegiatan penyesuaian kegiatan ekonorni pada sektor-sektor yang rentan 
terhadap perubahan iklim termasuk bagian dari adaptasi perubaban iklim. 

Pengelolaan kegiatan usaha ekonomi di Desa perlu diarahkan pada upaya 
mitigasi dan adaptasi seperli pertanian untuk ketabanan pangan yang 
menggunakan varietas rendah emisi dan tahan iklim, dan penggunaan pola 
tanarn agroforestri yang menggunakan varietas lokal dan dapat 
meningkatkan kemampuan serapan karbon. 

Bentuk-bentuk mitigasi dan adaptasi perubaban iklirn bisa berbeda antara 
satu Desa dengan Desa lain, berganrung pada dampak perubahan iklim 

yang dihadapi dan ketersediaan sumber daya. Ouna menjamin 
keberlanjutan kehidupan dao kesejabteraan masyarakat desa dalam jangka 
panjang, penggunaan Dana Desa dapat diprloritaskan pada kegiatan­ 
kegiatan mirigasi dan adaptasi perubahan iklim, meliputi anrara lain: 

Reduction nf F:mis:<0inn_.., Fmm ;)fo'n,.,...-rtninn nnrl Fttrlf>!<:1 T>Pnrnrlnrinn .,,., .. 

ma.nusia. Pengendalit1.11 perubah;;..­ 
rne\aksanakan kegiatan miti11,as\ dan I a tau ad.. 
mit1gas1 dan/arau adapcast perubahan l'kl1m 
rlnskat 0¢8-a. dlk:a.rcn..ak.an sebagian besar mas_ya1"'&.la.tt 

pct-i:anianyang aangal rentan terhadap da.mpak pcrubanan iklim. 



dengan Peran Konservasi, Pengelolaan Hu.tan Berkelanjutan, dan 
Peningkatan Stok Karban. 

Dana Desa dapat digunakan untuk membiayai .kegiatan penyiapan 
kegiatan REDD+ seperti peningkatan kapasitas masyarakat dan 
pemerintah desa mengcnai REDD+- dan penyusunan pereacanaan 
kegiatan REDD.,. di tingkar Desa. Selain itu, juga dapat digunakan untuk 
kegiatan aksi REDD+ yang dilaksanakan sejalan dengan kegiatan 
pembangunan hutan Desa, hucan kemasyarakatan, hutan adat, hutan 
tanaman rakyat, dan upaya pengendalicn kebakaran hutan dan lahan. 
t<egiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa dalam 
kerangka REDD+ yang dapat dlbiayai Dana Desa meliputi: 
a. pernbangunan sarana-prasarana pelestarian lingkungan hidup, 

antara lain: 
L) perbaikan lahan yang rusak metal ui kegiatan membuat b utan 

Desa yang clikelola secara berkelanjucan; 
2) pembangunan sumur bor/sumur pompa dan pengelolaan lahan 

gambut pada wilayah yang rawan kebakaran hutan; 
3) pengembangan wisata berbasis su.mberdaya Desa (ekowisata) 

sebagai upaya pengelolaau hutan Desa secara berkelanjutan; 
4) melakukan pengbijauan, pengkayaan tanaman hutan, praktek 

wanatani (agroforestry); 

5) pembuatan rumah bibit tanaman berkayu dan MPTS; 

6) pembangun.an dan pengelolaan tata air lahan gambut; 
7) pernbukaan lahan tanpa bakar (PLTB); dan 
8) dukungan penguatan sarana dan prasarana pengendaiian 

kebakaran hutan dan lahan untuk ke.lompok Masyarakat Peduli 
Api sebagai upaya pengelolaan hutan desa yang berkelanjutan. 

b. pembangunan sarana prasarana pengolahan Limbah dan sarnpah 
antara lain: 
I) penyediaan ternpat sampah untuk pewadahan dan pemilaban 

sampah organik dan anorganlk; 
2) peralatan pembuatan kornpos padat dan/atau cair: 
3) pernbuatan IPAL/SPAL kornunal yang dilengkapi dengan 

peralatan penangkap gas metan: 
4) pengadaan alat angkut sampah; 
5) pembangunan tempat pembuangan sampah sementara: 
6) -peralatan pengolahan jeranu padl; dan 
7) pengadaan alat un:tu.k pemanfaamn sampah/limbah (mis: 

pembuatan pupuk o::ganik. mesin eacah, dll). 



1 per-...bar.~,-;;n ~gl,:u lisoik tenaga =km hidro [PLTMHI. 

2) pendayaguaaan ter::.aiogl tepar guna unruk hsmk tenaga surya, 
dan atau tenaga r gm 

3) insralasi pengolahan limbah pertanran dan peternakan untuk 
biogas; 

4) Instalasi biogas dan sampah rumah rangga; dan 
5) peralaran pengolah..n limbah minyak goreng untuk biodiesel. 

d. kegiatan pemberdayaan masyarakat Desa untuk pelestarian 
lingkunganhidup dan pengendalian perubahan iklim, antara lain: 
1) penyuluhan dan pelatiban .nasyarakat Desa ten tang program 

REDD+; 
2) pengembangan sistem informasi dan penanganan -pengaduan 

berbasis masyarakat untuk pelaksanaan REDD-t; 
3) patroli kawasan hutan Desa; 
4) pengembangan kapasitas masyarakat Desa unruk mampu menjaga 

kawasan nutan dari praktek ilegal toging. 
5) peningkatan kapasitas masyarakat Desa untuk melakukan 

pelestarian lingkungan hidup di hutan.Desa: 
5J peningkatan kapasitas masyarakat Desa untuk pencegahan dan 

penanggulangan kebakaran hutan dan lahan: 
6) pelibatan masyarakat dalam perlindungan, pengawetan dan 

pernanfaatan surnberdaya alam hangkai yang ada di wilayah Desa; 
dan 

7) pengembangan kapasitas masyarakat Desa untuk penggunaan 
pupuk organik, 

2. Kegiatan adaptasi perubahan iklim 
Kegiatan adaptasi perubahan iklim di tingkat tapak yang dapat dibiayai 
Dana Desa meliputi antara lain: 
a. pembangunan sarana prasarana untuk perbaikan kondisi yang 

mendukung terbangurmya ketahanan iklim rnencakup ketahanan 
tenurial, pangan, air dan energi terbarukan yang dikelola secara 
mandiri oleh masyarakat desa, dengan kegiatan antara lain: 
lJ pembuatan penampung/pemanen/peresapan air hujan untuk 

meningkatkan cadangan air pennUkaan/ta.nah; 
2) pembuatan lnfrastrukrur bangunan untuk melindu.ngi dan 

konservasi mata air/ sumber air bersih; 
3) pembuatan rumah b1bit untuk pengembangan vanetas unggul 

yang adaptif terhadap perubahan iklim. 

4) pengadaan peralatan sarana un:uk mengoprunaJkan pemanfaatan 



d, tlf'"fflh;:ar,pi1n~n n~n /gr:, -yJ.- ...,.,~ ~QT', 0,-....- ............. ..-- ....... --... ---- 

5) perbaikan dim ;ie::araan sistem irigasi drainase hemat air; 

6) pengadaan sarana ;:irasana unruk pengembangan mata 

pencahanan altematifyang tidak sensitifikhm; 
7) pembuatan kebun holnkulrura bersama; 

8) perbaikan lingkungan agar tidak terjadi genangan air yang dapat 
memicu terjadinya wabah penyakit terkait iklim; dan 

9) pengadaan peralatan/sa.rana untuk mencegab terbentuknya 
jentik-jentik nyamu.k pada kolam penampung air. 

b. kegiatan pemberdayaan masyarakac desa untuk perbaikan kondisi 
yang mendukung terbangunnya ketahanan iklirn, antara lain: 
1) peningkatan kapasitas masyarakat untuk mengakses dan 

memanfaatkan layanan infoanasi cuaca dan iklim dalam bentuk 
sekolab la-pang dan/atau model pelatihan rnasyarakar yang 
lain:nya; 

2) pelatihan simulasi tanggap bencana hidrometeorologis seperti 
banjir, longsor, banjir bandang; 

3) pengenalan teknologi tepat guna pengolahan komodJtas 
pertanian/perkebunan untuk diversifikasi rnata pencaharian yang 
leblh tidak sensitif iklim; 

4J pelatihan teknik budidaya perikanan, peternakan, pertanian 
inovatif dan adaptif perubahan iklim; dan 

5) pelatihan pengendalian vektor penyakit terkait iklim. misalnya: 
pencegahan demam berdarah melalui -pemantauan sarang nyamuk 
serta pelaksanaan 3M (menguras, rnenimbun dan menutupJ. 

3. Oabungan aksi rnltigasi - adaptasi pengendalian perubahan iklirn dan 
pengurangan risiko bencana terkait perubahan .iklim 

Pengendalian perubahan iklim dapat dilaksanakan dengan cara 

menterpadukan kegiatan adaptasi dan rnitigasi perubahan iklirn secara 

berkelanjutan, Salah satu program yang merupakan gabungan antara 
adaptasi dengan mitigasi perubaban iklirn adalah Program Kampung 

Iklim (ProklimJ, yang dilaksanakan dengan tujuan untuk meningkatkan 
kapasitas adaptasi masyarakat terhadap dampak perubahan iklim dan 
mendorong kontribusi masyarakat dalam upaya penurunan emisi gas 
rumah kaca dengan meueraokan pola hidup rendah emisi karbon. 
Pelaksanaan Proklim diharapkan dapat memberikaIJ manfaar sosial, 
ekonomi dan mengurangi risiko bencana hidrometeorologi 

Kegiata.n pembangunan dan pemberdayaan desa.dalam kerangka Proklirn 
yang dapat d1biaya:i oleh dana desa mehputf; 



Bencana alam bagi masyarakat Desa sangatlah .merugikan. Selaln 
menimbulkan korban jiwa, bencana alam juga menimbulkan kerugian 
material bahkan dapat menghilangkan selurub kekayaan warga Desa yang 
terkena bencana alam. Wilayah Indonesia termasuk wilayah perdesaan 
rawan bencana alam seperti: banjir, gempa bumi, tsunami, maupun 
longsor. Masalah yang sering muncul adalah bah-va masyarakat Desa tidak 
mencukupi pengetahuannya dalam rnenghadapi bencana maupun 
menanggulangi bencana tersebut. Akibatnya, masyarakat Desa seriogkali 
ketidaksiapan dalam menghadapi bencana alarn sehingga mengalarni 

berbagai macam kerugian baik itu nyawa, materi maupua kerugian 
inmaterlil 

Penggunaan Dana Desa dapat digunakan untuk penanggu!angan bencana 
alam. Salah satu contohnya adalah Desa yang rawan bencana tanah longsor 
dapat menggunakao Dana Desa urvruk membiayai pe:ncegahan dan 

0. PENCEGAHAN DAN PENANGAN.AN BENCANA ALAM 

11 pembuatan ~ parit di area rentan banjir. 

21 pengadaan peralazan pe:ngendali banjir: 

3) pembuatan talud d.an bangunan peliDduog abrasi pantai, 
41 pembuatan tanggul pemecah ombak; 
5) pembelian bibit clan peuanaroao bakau; 
6) peoanaman di lereng atau dengan struktur beton penahan longsor 

(plengsengen]: 

7) Pengadaan alat angkut sampah dan tempat pembuangan sampah 
sementara; 

8) pengadaan alat untuk pemanfaatan sampah/lirobah (mis: 
pembuatan pupuk organik. mesin cacah); 

9) rehabilitasi /relokasi pemukiman peoduduk di kawasan rawan 
longsor; dan 

10) pengadaan alat pendukung penanganan bencana seperti ram bu 
evakuasi, sistern peringatan dini berbasis masyarakat. 

b. Kegiatan pemberdayaan masyarakat desa untuk pengurangan ernisi 
karbon den bencana slam dikarenakan perubahan iklim, aruara lain: 

1) penyusunan rencana adaptasi dan mitigasi perubahan iklirn: 
2) pelatihan kelompok masyarakat ProKlim; 
3) penyusunan rencana tanggap bencana; 
4) pelatihan relawan tanggap bencana; 
5) sosialisasi dan simulasi bencana; dan 
6) pelatihan pengelolaan sampah mandiri, 



Bencana alam disebabkan oleh peristiwa alam. seperti gempa bumi, tsunami, 
gunung meletue, banjir, kekeringan, dan tanah longsor. Bencana alam bagi 
masyarakat Desa bukanlah peristiwa yang mudah untuk diperkirakan. 
Karenanya, segera setelah terjadi bencana alam dilakukan kegiatan tanggap 
darurat. Dana Desa dapat digunakan untuk membiayai Kegiatan Tanggap 
Darurat Bencana Alam dengan ketentuan sebagai berikur: 
l. Jenis Kegiatan Tanggap Darurat yang dapat dibiayai rnelalui APBDes : 

L Penggunaan Dana Desa untuk membiayai Pencegahan Bencana me1alui 
peringatan dim (early warning system) yaitu . 
a. pembuatan tanda khusus pada daerah rawan longsor lahan; 
b. pembuatan atau memperbarui peta-peta wilayah Desa yang rawan 

ta.nab longsor: 

c. pembuatan tanda khusus batasan lahan yang boleh dijadikan 
pennukiman; 

d. pembuatan tanda larangan pemotongan lereng tebing; 
e. melakukan reboisasi pada hutan yang pada saat ini dalam keadaan 

gundul, rnenanam pohon - pohon penyangga dan melakukan 
panghijauan pada Iahan-Iahan terbuka; 

f. mernbuat terasering atau sengkedan pada lahan yang rnemiliki 
kemiringan yang relatif curam; 

g. membuat saluran pembuangan air menurut bentuk permukaan 
tanah; 

h. membuat dan/atau mengadakan sarana prasarana ta.nda peringatan 
jika ada gejala-gejala bencana tanah longsor; dan 

1. pelatihan masyarakat Desa untuk mampu menyelarntkan diri jika 

terjadi bencana tanah longsor. 
2. Penggunaan Dana Desa untuk membiayai pemulihan setelah terjadlnya 

bencana tanab longsor, antara lain: 
a. pembangunan ternpar-ternpat penampungan sernentara bagian para 

pengungsl seperti tenda-tenda darurat; 
b. menyediakan dapur-dapur umum; 

c. menyediakan sarana-prasarana kesehatan dan air bersih; dan 
d. penanganan trauma pasca bencana bagi para korban. 

P. KEGIATAN TANGGAP DARURAT BENCANA ALAM 

penanggulangan bcncana tanah longsor melalw ~egwuan-keguuan antara 
lain: 

a Keadaan Bencana 

I) Pengorganisasian kelcmpok maS}arakaL unruk penyelamatan 
mandtn 



Salah satu kegiatan yang metl.Jadi prioritas dalam penggunaan Dana Desa 
di bidang Pemberda:yaan ,\lasyarakac edalah pengelolaan dan 
peogembangan Sistem Informasi Desa {SID) melahn pengembangan 

Q. SISTEM INFORMASI DESA 

7) Pengamanan Lokasi 

Menyiapkan dukungan keamanan lokasi terdampak bencana 

8) Menerima clan menyalurkao banruan 

5) Menyediakan air beraih clan alat penampungan, terrnasuk 
pengaturan distribusinya 

6] Menyiapkan kebutuhan khusus untuk kelompok : perempuan , 
anak - anak, bayi, balita, lansia, kaum dlfabcl dan kelompok 
rentan lainnya. 

4) Penyediaan MCK darurat 

Menyediakan lokasi MCK darurat 

3) Penyediaan dapur umum 

Menyediakan Iokasi, peralatan clan bahan makanan untuk korban 
bencana alarn 

c. Keadaan Mendesak 

b. Keada:an Darurat 

I} Menyediakan MCb. lromunal sederhana 
2) Pelayanan kesehatan 
3) Menyiapkan lokasi pengungsian 

4) Menyediakan obat - obatan selama di penguogsian, sepertl : 
minyak angin. minyak telon, obat nyamuk, obat analgesik, obat 
diare, oralit d1L 

1) Mernberikan pertolongan pertama 

Memberikan pertolongan yang harus segera dilakukan kepada 
korban sebelum dibawa keternpar rujukan (Puskesmas, Rumah 
Sakic atau fasilltas kesehatan lainnya. Desa dapat mengadakan : 

Peralatan Standar Pertolongan Pertarna (Kotak PP). 

2) Penyediaan penampungan sementara (Pos pengungsian/ Sheltetj 
Menyediakan lokasi aman sebagai lokasi pengungsian clan 

menyiapkan peralatan mendesak dalam kondisi darurat di lokasi 
pengungsian. 



Dana Desa dapat digunakan untuk membiayai penyusunan dan 
pengembangan SID. Syaratnya, penyusunan dan pengembangan SID 
sebagaimana dlmaksud harus berbasis masyarakat. Beberapa hal yang 
menjadi kelebiban SID berbasis masyarakat adalah sebagai berikut: 
l. Dilakukan dari, oleh dan tmtuk masyarakat; 
2. Ada proses rekonflrmasi sehingga data yang diperoleh lebih faktual dan 

valid; 
3. Dara bersifat mikro dengan by name, by address sehingga perencanaan 

pembangunan desa lebih tepat sasaran; 
4. Data dan inforrnasi yang dihasilkan oleh SIPBM dapac dibahas sebagai 

salah satu referensi untukmelengkapi hasil pengkajian keadaan Desa 
dala.m menyusun rencana kerja pembangunan Desa. 

SID yang berbasis rnasyarakat terdiri dari beberapa tahapan kegiatan, 
disamping pengadaan software dan hardwarenya, sebagai berikut: 
1. Peningkatan kapaaitas Tim Pendata yang direkrut dari masyarakat 

Desa; 
2. Pendataan oleh Tim Pendata; 
3. Peningkatan kapasiras Tim Operator Entry Dara yang direkru t dari 

masyarakat Desa; 
4. Proses enrnJ data, cleaning data, rekonfirmasi data dan analisis data; 
5. Pengelolaan data dan up dathg data; 
6. Publlkasi data dan informasi; 

7. Dll 

Penggunaan Dana Desa sebagar salah satu bagian dari sumber penerimaan 
dala.m APBDesa tida.k bisa dtlepaskan dari proses perencanaan 
pembangunan Desa, Perencanaan pembangunan Desa yang terfokus pada 
upaya mewujudkan peningkatan kualitas hidup manusia, peningkatan 
kesejahteraan masyarakat Desa dan penanggulangan kemiskinan harus 

didukung oleh ketersedlaan data dan informasi yang raktual dan valid 
sebagai salah satu Inputnya. Begltu juga pembangunan desa yang 
dilakukaa oleb Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi maupun 

Pemeri.ntah Daerah Kabupaterr/Kota harus berdasarkan kondisi/keadaan 
desa yang faktual. Keterpaduan perencanaan pernbangunan Desa dengan 
pembangunan kawasan perdesaan dan/arau pembangunan daerah 
mensyaratkan adanya kebijakan satu Desa. 

perangkat keras (ha..,"liwcn kc_purer unruk per dataan dan penyebaran 
tnformas pembangunan dan pemberdayaan ~ arakat Desa yang dikelola 
secara terpadu 



Proses pengelolaan Dana Desa sarat dengan tindakan kontraktual ataU 

perjanjian yang mengikar secara. hukum. Selanjumya. agar masyarakat 
Desa vana ikut serta menaelota Dana Desa mamnu menaelola sumberdava 

Salab satu kata kuncJ dalam definjgi Desa adalah bahwa Desa adalah 
kesacuan masyarakat hukum. Hal ini menegaskan bahwa masyarakat Desa 
dipandang sebagai pelaku akcif di Desa yang memiliki hak, kewajiban dan 
canggungjawab hukum (subyek hukum) sebagai peneritna manfaat darl 

adanya Dana Desa yang dikelola oleh Desa secara mandiri. 

R. PENGEMBANGAN KETERBUKAAN INFORMASI PEMBANGUNAN DESA 

Keterbukaan informasi pembangunan Desa dilakukan dengan cara 
menyebarluaskan beragam informasi tentang pembangunan Desa. 
Sosialisasi pembangunan Desa rnerupakan upaya untuk memperkenalkan 
dan menyebarluaskan inJormasi tentang ketentuan peraturan perundang­ 
undangan tent.ang pernbangunan Desa maupun informasi tentang 
perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan Desa. lnforrnasi 

pembangunan Desa disebarluaskan kepada masyara~t Desa yang 
rneliputi: tokoh adat, tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pendidikan, 
kelompok tanl, kelompok nelayan, kelompok perajin, kelompok perempuan, 
dan kelompok masyarakat mickin/rumah tangga miskin. 
Cara penyebaran infoonasl pembangunan Dess antara lain: 
1. penyebarluasan infonnasi melalui pertemuan sosialisasi; 
2. penyebarluasan infoonasi melalui media cetak sepertl papan inforrnasi, 

poster, baliho, leaflet buletin Desa, koran Desa; 
3. penyebarluasan informasi melalui media pandang-dengar (audio-visuaQ 

sepertl radio, Jayar tancap keliling, website Desa, televisi; 
4. pengelolaan penyebaran informasi secara partlsipatif yang dilakukan 

melalui jumalisme warga, balai rakyat, jaringan bloger Desa, dan 

penggiat seni budaya. 
Desa dapat rnenggunakan Dana Desa untuk membiayal kegiatan 
penyebaran inforrnasi pembangunan Desa dengan cara mengadakan 

Publikasi dam pembangunan Desa melalui SID dapat di:maofaatkan oleh 
Desa dan Pemennt:ah Daerah Kabupaten{Kora sebagai saJah satu dasar 
dalam mereocanakan pembangunan Desa yang dilrelola secara transparan 
partisipatif, terpadu dan akuntabel, 

maupun 
kegiatan 

peralatan yang dibutuhkan untuk menyebarkan tnformasi, 

menggunakan Dana Desa untuk mernbiayai pengelolaan 
keterbukaan infonnasi pernbangunan Desa. 

S. PEMBERDAYAAN HUKUM DI DESA 



2. Pengernbangan Paralegal Desa 

Kegiatan-kegiatan pemberdayaan hukum bagi masyarakat Desa yang dapat 
dibiayai dengan Dana Desa meliputi: 
L Pendidikan Hukuro bagi Masyarakat Desa 

Penegakan hukum di tingkat masyarakat dapar diwujudkan apabila 

anggota masyarakat mernillki kapasitas pengetahuan hukum yang cukup 
memadai sesuai dengan konteks hidup mereka. Langkah strategis 
menanamkan kesadaran hukum di kalangan warga desa adalah 
pendidikan hukurn prakti.s. Kepada masyarakat dapat diberikan 
pelacihan hukurn secara terus menerus, dengan rnateri tentang aspek­ 
aspek hukum praktis. 

Distribusi Dana Desa secara langsung kepada Desa, dan pengelolaan Dana 
Desa secara mandiri oleh Desa pada dasarnya rentan terhadap rnunculnya 
penyirrrpangan dan penyelewengan dana. Secara tegas dapat disebutkan 
bahwa dalam pelaksanaan penggunaan Dana Desa pun terjadl praktek­ 
praktek korupsi. Kendatipun dalam pengaturan Undang-Undang Desa 
direrapkan prinsip rransparansi dan akunrabilitas, namun praktek-praktek 
korupsi tetap tidak dapat dihilangkan secara total dalam proses 
pelaksanaan penggunaan Dana Desa. Oleh sebab Itu, Desa harus secara 
serius mengabil langkah-langkah nyata untuk memerangi tindak pidana 
korupsi. Pada situasi ini, bantuan hukurn kepada masyarakat dibutuhkan 

untuk membantu masyarakat melawan dan memberantas korupsi tingkat 
lokal. lnilah yang mendasari pentingnya "upaya mendorong penegakkan 
hukum" yang ditempuh dalam peJaksanaan penggunaan Dana Desa, 
dengan memberi bantuan hu.kum bagi masyarakat Desa yang dibiayai dari 
Dana Desa. 

tu secara rr.endr.. -a;ra kepad::i mereka periu d'berikan pemahaman 
tentang koncrak aiau pe:JanJtan yang bersifat legal Dengan deauldan, 
masyarakat Desa sebagai pemilik, pelaksana sekaligus penerima manfaat 

program) akan memiliki keroampuan untuk merumuskan tindakan­ 
tindakan yang berlandaskan pada pendapat hukum dalam kesepakatan­ 
kesepakarao hasil musyawarah maupun dalam kontrak-kontrak kerjasama. 
Pada akhirnya, dalam situasi koutraktual ini, masyarakat penerima Desa 
mampu mengatasi dan memecahkan masalah-masalah dalam pengelolaan 
Dana Desa yang bersirat perdata maupun pidana melalui prosedur hukum 
yang berlaku. 

Pendidikan hukum secara langsung kepada masyarakat Lukar. merupakan 

sebuah pillhan tfndekao strategis. Selam memburuhkan biaya \·ang sanga; 



rnahal, pelatihao hukum secara langsung kepada masyarakat 

mensyaratkan adanya waktu yang longgar dengan intensitas khusus dari 

para praktisi hukum di kabupaten. Karenanya, pendididikan hukurn 
kepada masyarakat diberikan secara tidak langsung. Pertarna-tama, 
masyarakat akan mendapat nasihat-nasihat hukum secara prak:tis dari 
para 'praktisi hukum jika benar-benar ada kasus huku.m. Selain itu, 
masyarakat juga mendapat kemudahan untuk mengakses layanan 
bantuan hukum secara praktis dengan cara menempatkan tenaga 
paralegal di Desa. 

Agar tenaga Paralegal dapat memberlkan informasi tentang langkah­ 
langkah yang akan dia.mbil masyarakat clalam memperoleb bantuan 
hukum, maka perlu adanya pelatihan hukum bagi tenaga ParalegaL 

Maten pelatihan meliputi aspek-aspek hukum praktis yang meliputi taca 
cara penanganan kasus perdata maupun kasus pidana. baik melalui 
jalur litigasi maupun non-litigasi, 
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TABBL S. PBJIIOGUNA.Al'I DANA DBBA DAI.AM PBJIICBGAHAJII STUNTINO 

KEO KHUSUS 

NO BIDANO/ KEGlATAN TOTA!. Al.OKASI DANA PENCE:OAHAN STUNTING 

~~I 1% (PERSEN) 
1 BID, Pl!:l\filANGUNAN DESA 
2 BID, PEMBl,RDAYMN MASY 

TABEL 4. TIIIOKAT KOlfVEROE!ISl DESA 
NO SASARAN JUMLAH INOIKATOR Tfl'IOKAT KONVEROENSI 

YODIT.E~ SEHARUSNYA DITERIMA 
j lBU HAMJ.J. 
2 ANAK 0-23 BULAN 

TOTAL TK. KONVEROENSIUESA 

TABEL 3.KELENGKAPAlf KOll'VERQElfSl PAKET LAYA!IAII' PBJICBGAHAl'I SrrTNTINO BAOI 1.000 HPX 
SASARAN INDil(ATOR JUMLAH ~~ 

I PERll\"SA q K>.1J SELAMA KEHAMILAN 
2 M£NDAPAT DAN MP:MINUM PIL PE SP:LAMA 90 HARi 
3 rsu BERS.WN MENDAPAT LAY_ANAN PEMERIKSMN NIFAS 3 KALI 

lBU HAMIL q MENOIKUTI KDNS&UNO OIZI/KEI.AS IBU MINIMAL 4 KALI 
5 !BU RAMIL (KeK/RESTll MP:NDAPAT KUNJUNOAN RUMAM BULANAN 
g truMAH TANOClA !BU l!AMIL MEMIUKI Al<Sts AIR !!UNUM AMAN 
1 RU MAH TANOOAIBU HAMIL ME.\1ll.W .IAMBAN l.AYAX 
8 MP:MJLll{I JAMINAN KESEHATAN 
1 ANAK USIA <12 BULAN MENOAPAT l~IIJN1SASI DASt,R LENO KAP 
2 DITIMBANO BERAr BADAN RUTIN SE:TJAP BULAN 
3 OIUKUR PANJANQ/TINQOl BA.DAI< 2 XAU DAI.AM 81':tAliUN 
4 DRANO TUA/PENOASUH MENOIKUTI KDNSEUNO OIZ! BULANAN JA.Ct,IAIIJ n::nAt 

ANAK USIA I 

0-23 BULAN S KUNJUNOAN RUMA!! BAO! ANAK OIZI BURUK/ KURANO/ S7VNTING 

(0-2 TAHUN) 6 RU MAH TANODA ANAK G-2 TH Ml!MIUKI Al<SES_Alfl MIRUM AMAN 
7 RU MAH TANOOA ANAK G-2 TH MEMIUKI .IAMBAN LAVAK 
8 ANAK 0·'2 iH JAJ.DNA?, KESEHATAN 
9 ANAK 0·2 TH BULAN AKTA LAHIR 

10 DRANO TUA/PENGASUH M8NOIKUTI PARE.NT/I«) BULANAN IPAUDI 

ANAJ< I ANAK >2-6 TAHUN Ak,.I? DAL.AM KEOIATAN PAUD MINIMAL 80l:M. 

>2·6TAflUN 

TABEL 2. RABIL PEP/QUKURA1' TIKAR PERTtlMBUHAJI (DETEKBI om BI 01'111110) 
SA SARAN JUMl.All TOTAL rntA.TJ =· • lt.cr.'r'IA"t.T 

AJIIAK USIA 0-23 (NORMAL) (RESIKO STUNTJNGJ (TERJNOIKASI STUNTING} 
BULAN 

JI ... , 

TAB!l. 1. JtJIILAB SASARAlJ 1.000 Hl'K lllJU HAMTT DAii AllAK 0·23 BtILAlfJ 
SASI\RAN JUMLAH TOTAL JBU HAMIL ANAK 0--23 BULAN 

RUMAH TANOGA TOTAL KEK/RESfl TOTAL OIZl KURANG/ cuzr 
1.000 HPK BURUK/ STUNTING 

" .A~ . 

KECAMATAN 
TMIUN 

KABUPATEN 
Ut:;Si\ 

L-\MPIRA,'I; IV PERATURAN BUPATIJEPARA 
Nomor 5 Tabu-n 2019 
TanggaJ· 15 Januari 2019 

IAPOJlAJI KOIIVERGEl{S} PE'JICEGAHAl'I STUNTING Til(OKAT DESA 
TERH4DAP SASARAJf 1.000 BARI PERTAMAJ<E:BIDOPA!f (BPK) 


